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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-2019, Kementerian/Lembaga
melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional yang dituangkan dalam
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Tahun 2015-2019, perlu menyesuaikan kebijakan
anggaran yang berorientasi pada program dan kegiatan
prioritas guna mencapai tujuan pembangunan nasional,;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional tentang Rencana Strategis Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun
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Mengingat

—

2015 -2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5614);
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7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor
110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon [ Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 11);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1
Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya
disebut Renstra BKKBN, merupakan dokumen yang memuat
gambaran tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta
peran, kondisi, tantangan, kebijakan, strategi, program dan
kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang harus
di capai serta indikator output, indikator outcome, target

capaian, pendanaan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
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Pasal 2

Renstra BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

memuat tentang :

a. visi;

b. misi;

c. tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional;

d. sasaran strategis Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional,

e. arah kebijakan dan strategi nasional,

f. arah kebijakan dan strategi Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,

g. kerangka regulasi;

h. kerangka kelembagaan;

i.  target kinerja; dan

j-  kerangka pendanaan.

Pasal 3
Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4
Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar sinkronisasi kebijakan
dan integrasi antara kegiatan Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan

program dan kegiatan pemangku kepentingan dan mitra kerja.

Pasal 5
Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun sebagai pedoman
setiap unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional dalam:
a. penyusunan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat

nasional;
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b. penyusunan Rencana Strategis Daerah yang harus
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Penduduk
Tumbuh Seimbang; dan

c. penyusunan Rencana Belanja Program Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Pasal 6
Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun untuk
meningkatkan akuntabilitas, kualitas perencanaan dan
pelaksanaan program pembangunan pada umumnya dan
Program Kependudukan, Keluarga  Berencana  dan

Pembangunan Keluarga pada khususnya.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku,
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 tentang
Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Tahun 2015-2019, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

1 Januari 2017.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2016

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd.

SURYA CHANDRA SURAPATY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 September 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



1.1

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 199 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TAHUN 2015-2019.

BAB 1
PENDAHULUAN

Kondisi Umum

Berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga,penduduk harus menjadi titik sentral dalam
pembangunan  berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan
berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang
untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan
kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan serta meningkatkan kualitas generasi mendatang
untuk mensukseskan pembangunan. Terdapat dua hal utama
vang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk
dan pembangunan. Pertama, bahwa penduduk tidak hanya
diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek yang berpartisipasi
penuh dalam pembangunan. Kedua, ketika penduduk memiliki
peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya
pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas penduduk dalam
pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya

manusia yang berkualitas”.

Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-
2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi
mandat untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Nasional

(Nawa Cita), terutama pada Cita ke-5 (lima) yaitu “Meningkatkan

2016, No.1441
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Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian di
dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019(Dimensi
Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan
Manusia,yang didalamnya  berperan serta pada upaya
mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta

Mental/Karakter (Revolusi Mental).

Selanjutnya, terkait dengan integrasi penduduk dengan
pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam
pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar,
pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan
yvang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang
ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses
pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek
dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh
penduduk dan untuk penduduk. Untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan yang berwawasan kependudukan, BKKBN harus dapat
memperkuat pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian
Penduduk dan KB Dbeserta penjabarannya ke dalam program
Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan
berbagai kegiatan prioritasnya, baik dari sisi pengendalian kuantitas
penduduk (perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran
penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan), maupun dari sisi peningkatan kualitasnya
(melalui kontribusi terhadap upaya perwujudan norma keluarga kecil,

bahagia, dan sejahtera).

Perkembangan selanjutnya pada tahun 2016, dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, Kementerian
PPN/Bappenas mengembangkan program dan kegiatan prioritas pada
rancangan Pembangunan Nasional. Posisi Program Kependudukan, KB
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di dalam RKP tahun 2017 berada
pada lingkup Program Prioritas Pembangunan Keschatan. BKKBN
memiliki kontribusi pada Pembangunan Kesehatan melalui “Peningkatan
Pelayanan KB dan Keschatan Reproduksi” dengan dukungan dan

kontribusi Kementerian, Lembaga serta Mitra Kerja terkait lainnya. Pada
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prioritas mnasional “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan
Reproduksi”, BKKBN harus fokus pada pelaksanaan 5 (lima) kegiatan
prioritas RKP 2017, yaitu: 1 Pelayanan KB, 2! Advokasi dan KIE KKBPK,
3] Pembinaan Remaja, ¥ Pembangunan Keluarga, dan 3 Regulasi,
Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Kelima kegiatan prioritas
tersebut juga harus menjadi salah satu pertimbangan dalam
pengembangan rancangan program dan kegiatan prioritas di dalam

revisi Renstra BKKBN 2015-2019.

Kemudian beberapa aspek penting lainnya yang harus menjadi

perhatian dalam perumusan arah kebijakan dan strategi melalui

pengembangan indikator kinerja dan kegiatan-kegiatan prioritas,

diantaranya;

¢ Perubahan pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang
semula bersifat money follow function dirubah menjadi money
follow program. Dalam hal ini bahwa dari sisi pembiayaan, tidak
seluruh fungsi harus dibiayai secara merata, melainkan harus
selektif dengan mempertimbangkan prioritas program dan
kegiatannya. Kementerian/Lembaga (K/L) harus dapat memangkas
program yang nomenklaturnya tidak jelas dan mengutamakan
pembiayaan untuk program/kegiatan yang memiliki daya ungkit
terhadap upaya pencapaian target/sasaran dan memiliki manfaat
yvang secara langsung dapat diterima cleh masyarakat.

¢ Perubahan pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang
holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial. Dalam konteks
pendekatan holistik, Program KKBPK harus dapat dilaksanakan
dengan mobilisasi seluruh potensi dan daya baik di lingkungan
BKKBN maupun bersama-sama dengan Pemangku Kepentingan dan
Mitra Kerja di seluruh tingkatan wilayah. Pada pendekatan tematik,
Program KKBPK akan difokuskan pada tema sesuai Sasaran
Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Pada pendekatan terintegrasi,
BKKBN mengembangkan keterpaduan dan sinergitas program dan
kegiatan lintas sektor Program KKBPK baik dengan Pemangku
Kepentingan maupun dengan Mitra Kerja di semua tingkatan
wilayah. Selanjutnya terkait dengan pendekatan spasial, Program

KKBPK akan lebih difokuskan pada wilayah Kabupaten/Kota,



2016, No.1441

1.2

-10-

Kecamatan, dan Desa/Kelurahan atau wilayah tertentu yang menjadi

prioritas.

Selain itu, dalam pengembangan indikator kinerja dan kegiatan-kegiatan
prioritas juga harus dapat mempertimbangkan aspek pemantauan dan
evaluasinya.Keterkaitan antara Sasaran dan Indikator RPJMN, Renstra,
untuk kemudian secara tahunan dapat mengakomodir Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan Renja K/L, serta penuangannya dalam berbagai
kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) harus jelas dan dapat selalu

dievaluasi perkembangannya.

Potensi dan permasalahan

Beberapa perubahan lingkungan strategis, seperti perubahan dari sisi
pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang telah dijabarkan
pada sub-bab sebelumnya, pengembangan program dan kegiatan
prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, sertaadanya
perkembangan peraturan perundangan,juga menjadi dasar potensi
pengembangan/penyempurnaan arah kebijakan, strategi dan kegiatan

prioritas pada Renstra BKKBN 2015-2019 ini.

Terkait dengan potensi pengembangan program/kegiatan vyang
mengadopsi kerangka program prioritas pada RKP 2017, BKKBN
memiliki potensi untuk lebih berkontribusi pada Pembangunan
Kesehatan melalui “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan
Reproduksi”. Pengembangan yang dilakukan dapat dilakukan melalui
perumusan berbagai kegiatan yang secara langsung terkait dengan 5
(lima) kegiatan prioritas: 1) Pelayanan KB, 2 Advokasi dan KIE KKBPK, 3
Pembinaan Remaja, 4 Pembangunan Keluarga, dan 35 Regulasi,
Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Pengembangannya dapat
dilakukan baik pada level komponen maupun pada level sub komponen

untuk dituangkan di dalam Renstra BKKBN 2015-2019.

Lebih lanjut terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren telah dibagi
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menjadi 4 (empat) Sub Urusan yang telah diatur secara jelas pembagian
kewenangannya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan program dan
kegiatan di dalam Renstra BKKBN 2015-2019 ini juga harus dapat
mengakomodir berbagai kegiatan prioritas yang mempertimbangkan
sinergitas dari 4 (empat) Sub Urusan yang menjadi kewenangan
bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2 Keluarga Berencana (KB), 2
Keluarga Sejahtera, serta® Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi
Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Pengembangan detail pelaksanaan
Sub Urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI (PP} Nomor

18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan lingkungan strategis lainnya yang harus mendapat perhatian
dalam penajaman kegiatan Program KKBPK di lini lapangan,
diantaranyaterkait dengan otonomi daerah. Dalam upaya peningkatan
kualitas penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota, langkah konkrit yang dapat
dilakukan untuk mengatasi permasalahan rentang kendali manajemen
pelayvanan Program KKBPK antara Pemerintah dengan Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui:

1) Ketersediaan instrumen regulasi yang mendukung penuangan
program dan kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB
ke dalam program dan  kegiatan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota;

2) Ketersediaan rancang bangun program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang tertuang dalam Arah
Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada), serta
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3) Penguatan kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota;dan

4) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta
optimalisasi fungsi PPKBD dan Sub-PPKBD (Kader) sebagai ujung
tombak pelaksana Program KKBPK di lini lapangan.

Jika keempat hal tersebutdapat diintegrasikan dengan baik, maka dapat
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dipastikan bahwa penyelenggaraan program KKBPK di lini lapangan

dapat berjalan denganefektif dan efisien dalam mencapai target/sasaran

yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat secara langsung

kepada masyarakat Indonesia.

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas

penduduk, sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2015-2019 Buku II

(Bab IT - Bidang Sosial budaya) yang harus mendapat perhatian khusus
adalah:

a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk

dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain: (1) Angka
pemakaian Kkontrasepsi cara modern tidak meningkat secara
signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun 2002 menjadi
sebesar 57,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012
meningkat menjadi sebesar 57,9 persen. Sedangkan pada tahun 2015
sebesar 58,9 persen (Susenas 2015); (2) Kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen
atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi
baru; (3) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi,
yvaitu 27,1 persen; (4) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP) yang cenderung menurun, dari 10,9 persen menjadi
10,6 persen (atau 18,3 persen dengan pembagi CPR modern); (5)
Kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu
berkaitan  dengan ketersediaan dan  persebaran  fasilitas
kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga
kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan
dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB
secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan
penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan; (6) Jaminan
pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan
KB, terutama dalam rangka sinkronisasi dengan Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.

. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan
dengan beberapa permasalahan antara lain: (1) Masih lemahnya

komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders)
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terhadap program KKBPK terutama vyang terkait dengan
kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;
(2) Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga,
yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas angka
kelahiran total sebesar 2,6 (SDKI 2012), angka ini belum mengalami
penurunan (stagnan) dari tahun 2002; (3) Masih terjadinya
kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK
baik antarProvinsi, antara wilayah perdesaan-perkotaan maupun
antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga; (4) Muatan dan
pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus
dikembangkan; serta (5) Peran tenaga lapangan KB dalam konseling
KB belum optimal. Berdasarkan data SDKI 2012, hanya sebesar 5,2
persen wanita kawin yang dikunjungi petugas lapangan KB dan
berdiskusi tentang KB, sedangkan 88,2 persen wanita kawin tidak
berdiskusi tentang KB dengan petugas KB atau provider.

. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan
reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Halsangat penting
dalam upayva mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan
resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi
remaja, antara lain: (1) Angka kelahiran pada perempuan remaja usia
15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 perempuan usia 15-19
tahun (SDKI 2012), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah
menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari
sebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5 persen (SDKI 2007 dan SDKI
2012); (2) Masih banyaknya perkawinan usia muda,ditandai
denganmedian usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu
20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi
adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria); (3)
terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat
kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19
tahunj); (4) Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan
remaja,berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi;
() Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku
beresiko masih rendah.

. Pembangunan keluarga melalui peningkatan pemahaman dan

kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan
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kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-
KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: (1)
Masih tingginyva jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen
dari sebanyak 64,7 juta keluarga Indonesia (Keluarga Pra
Sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan Keluarga Sejahtera [/KS-1
sebesar 23,1 persen (Pendataan Keluarga, BKKBN 2012); (2)
Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan
informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (3)
Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan
peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam
mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping
itu,Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum
optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan
pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); dan (4)
Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta
terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.

Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).
Penguatan landasan hukum dan  penyerasian  kebijakan
Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB memiliki
beberapa permasalahan, antara lain: (1) Belum seluruh kebijakan
perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang
Pengendalian Penduduk dan KB dimasukan dalam perencanaan
daerah (Indikator pembangunan Bidang Pengandalian Penduduk dan
KB dalam RPJMN dan Renstra BKKBN ke dalam RPJMD dan
Renstrada  Provinsi dan  Kabupaten/Kota); (2) Koordinasi
pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan
program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; koordinasi
dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga
Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN
Kesehatan),sertaperlunya penguatan  koordinasi  pelaksanaan
kegiatan Bidang KKB lintas sektor (misal: Kegiatan Kampung KB).

Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat
beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS,

diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi
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pendudukan dan registrasi vital, sensus penduduk dan beberapa
survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral
pembangunan kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan
evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB.Data Sektoral
memegang peranan penting dalam  penyusunan rencana,
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Namun, data
sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin  pendataan
kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara
optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi
program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang
berkualitas.
Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas
penduduk sebagaimana dijabarkan diatas sesuai dengan S (lima)
kegiatan prioritas yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2017: 1) Pelayanan KB, 2) Advokasi dan KIE KKBPK, 3
Pembinaan Remaja, 4 Pembangunan Keluarga, dan 35 Regulasi,
Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Sehingga upaya-upaya untuk
mengatasi berbagai permasalahan tersebut harus benar-benar dapat
digambarkan didalam perbaikan/revisi Rencana Strategis (Renstra)

BKKBN 2015-2019 ini.

Pengembangan cakupan penggarapan Program KKBPK diantaranya juga
dapat dilakukan melalui Program Tematik dan Program/kegiatan
Direktif Presiden. Terkait dengan program tematik, BKKBN dapat
berkontribusi dari sisi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
(PPRG) yang secara umum dapat diintegrasikan dengan berbagai
kegiatan dalam lingkup peningkatan kualitas Kesehatan Reproduksi,
Advokasi dan KIE Program KKBPK, lingkup pembinaan Keluarga Balita
dan Anak, pembinaan Ketahanan Remaja, lingkup peningkatan
kesertaan ber-KB di wilayah dan sasaran khusus (Daerah Tertinggal
Perbatasan dan Kepulauan/DTPK), lingkup penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan KKBPK, serta lingkup pengelolaan Program KKBPK di
Perwakilan BKKBN Provinsi. Selain itu, BKKBN juga berkontribusi pada
program tematik peningkatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
(KSST). Dalam hal ini BKKBN dapat berkontribusi dalam pengembangan
program kerjasama dan studi di negara-negara dengan mayoritas

penduduk muslim yang maju dalam Program KKBPK (misal: Pakistan,
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Iran, Mesir). Kegiatan dukungan KSST masuk dalam kegiatan
Pengembangan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga

Berencana.

Potensi yang juga dapat dikembangkan oleh BKKBN melalui
Program /kegiatan Direktif Presiden adalah “Kampung KB”. Kampung KB
merupakan salah satu potensi utama yang dapat memperkuat
implementasi Program KKBPK di lini lapangan serta dapat menjadi
jembatan  integrasi kegiatan antara BKKBN dengan lintas
Kementerian/Lembaga dan lintas sektor (Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota).
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BKKBN

Berbagai tingkatan dalam penuangan Rencana Strategis (Renstra)
BKKBN 2015-2019, baik pada level sasaran program (outcome),
sasaran kegiatan (output), Indikator RPJMN, Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK), level Komponen maupun pada level sub komponen sekalipun,
harus dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitannyapadaVisi dan
Misi Pemerintah (Kabinet Kerja) periode 2015-2019. Berdasarkan hal
tersebut, kemudian disusunlahtujuan dan sasaran strategis lembaga
BKKBN yang mengerucut pada upaya pencapaian Visi dan Misi

Pemerintah.

2.1 Visi Pembangunan 2015-2019
Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-
2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan wuntuk turut
serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019,
dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah
untuk “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2.2 Misi Pembangunan 2015-2019

Sebagaimana tertera dalam RPJMN 2015-2019, untuk mewujudkan Visi

diatas adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan
demokratis berlandaskan Negara Hukum;

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat
jati diri sebagai negara maritim,;

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
maju dan sejahtera;

5) Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
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maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7) Mewujudkan masyarakat  yang berkepribadian dalam

kebudayaan.

Upaya perwujudan Visi dan Misi Pembangunan tersebut, telah
disusun strategi pembangunan nasional, diantaranya melalui
norma pembangunan untuk membangun dan meningkatkan
kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta untuk
meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktifitas
dengan memberikan perhatian khusus pada peningkatan
produktivitas rakyat lapisan menengah  kebawah guna
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini
kemudian didukung dengan fokus pada 3 (tiga) Dimensi
Pembangunan, yaitu: 1) Dimensi Pembangunan Manusia dan
Masyarakat; 2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; 3)
Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Dalam hal ini BKKBN
masuk di dalam Dimensi Pembangunan yang pertama “Dimensi

Pembangunan Manusia dan Masyarakat”.

Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan
sebagaimana tertera dalam Buku I - RPJMN 2015-2019, BKKBN
berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi
dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan diatas dengan
perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh
Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan

Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.
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Tabel 2.1
Indikator Tujuan BKKBN Tahun 2015-2019

BASELINE TARGET KINERJA
NO. TUJUAN BKKBEN INDIKATOR TUJUAN TARGET 2015-2019
2014 2015 2016 2017 218 2019

1 |Penduduk Tumbuh Seimbang|TFR 2,1 - NRR=1
(PTS)

2 |Menurunnya Laju Laju Pertumbuhan 1,49 1,38 1,27 1,25 1,23 1,1 1,19
Pertumbuhan Penduduk Penduduk (LPP) (2000-2010) |(2010-2015) (2015-2020)
(LPP)

3 |Mewujudkan Keluarga Persentase Keluarga - 17% 16,5% 16,0% 15,5% 15,0% 15,0%
Berkualitas Pra Sejahtera (Pra KS)

Sasaran Strategis BKKBN
Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai,
makaditetapkansasaran strategisBKKBN 2015-2019yang sesuai dengan
Sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB yang
tertera padaRPJMN 2015-2019, yaitu:

1. MenurunnyaAngka kelahiran total (TFR);

2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR);

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);

4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode;

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);dan

5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.
Ke-5 (lima) Sasaran Strategis tersebut kemudian akan dijabarkan
didalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan dicapai
melaluilndikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.
Kemudian dalam implementasi upaya pencapaiannya dijabarkan pada
level komponen sebagai penghubung dalam penuangan berbagai
kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

(RKA-K/L).
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI,KERANGKA REGULASI
DAN KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPIJMN

2015-2019 Buku I dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan

Program Kependudukandan Keluarga Berencana selama lima tahun ke

depan adalah:

1.

Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi yang merata dan berkualitas;

Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat
dan obat kontrasepsi (Alokon) yvang memadai di setiap fasilitas
kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas
kesehatan untuk pelayanan KB;

Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk
mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan
memberikan informasi secara  berkesinambungan untuk
keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB
lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan
Efisien (REE);

Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB
dan tenaga keschatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di
tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan
penyuluhan KB;

Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan
pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta
promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan
alat dan obat kontrasepsi KB;

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi
bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya
Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia
perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan
usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;

Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui

kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan
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kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon
akseptor untuk ber-KB;

8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui
penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan
informasi kependudukan dan KB;dan

9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil
penelitian/kajian  Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Ketahanan Keluargaserta peningkatan kerjasama penelitian dengan

universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN

Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan

pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana dalam periodelima tahun ke depanadalah:

1. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan
berkualitas, yang dilakukan melalui strategi:

a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata
dan berkualitas, baik lintassektor maupun lintas
PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, terutama dalam sistem SJSN Kesehatan
dengan menata fasilitas pelayanan KB (kemudahan akses
terhadap fasilitas pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah);

b. Peningkatan penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP);

c. Peningkatan Jaminan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
(Alokon) — melalui pengadaan dan distribusi alokon (supply
chain management);

d. Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan KB melalui penyediaan
sarana pelayanan KB yang memadai;

e. Peningkatanpelayanan akseptor KB, baik secara statis pada
fasilitas kesehatan (Faskes) yang melayani KB, dan pelayanan
KB secara mobile di wilayah sulit (Daerah Tertinggal, Perbatasan
dan Kepulauan/DTPK);

f. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan
KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan), serta
penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung

penggerakan dan penyuluhan KB;
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g. Peningkatan promosi dan konseling Keschatan dan Hak-hak
Reproduksi;dan

h.Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan
kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk
meningkatkan kemandirian,pengembangan Advokasi dan KIE
KB Mandiri serta pengembangan dalam kemandirian mengikuti
SJSN Kesehatan.

Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) KKBPK, yvang dilakukan melalui strategi:

a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi Advokasi dan
KIE tentang Program KKBPKyang sinergi, baik lintas sektor
maupun lintas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota,;

b. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK (media, audiensi
dan momentum) kepada Mitra Kerja dn Pemangku Kepentingan
(stakeholders) di seluruh tingkatan wilayah;

c. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui berbagai
media massa dan media luar ruang serta intensivikasi Advokasi
dan KIE melalui media lini bawah (below the line);

d. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui tenaga
lini lapangan (PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD), serta
peningkatan  peran serta  aktif masyarakat dengan
memperhatikan sasaran target vyang disesuaikan dengan
karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi;dan

e. Peningkatan pengerakan mekanisme operasional lini lapangan
Program KKBPK, baik dari PKB/PLKB ke PPKBD/Sub PPKBD,
maupun dari PPKBD/Sub PPKBD ke masyarakat.

Peningkatan Pembinaan KetahananRemaja, yang dilakukan

melalui strategi:

a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan
terpadu, antar sektor dan antara pusat dan daerah, tentang KIE
dan komnseling Kesehatan Reproduksi Remaja dengan
melibatkan orangtua, teman sebaya, toga/toma, sekolah,
dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan
pemahaman nilai-nilai pernikahan dan pencegahan kehamilan
yang tidak diinginkan pada remaja;

b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas
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kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja
untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan
status keschatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan
jiwa kepemimpinan;

c. Peningkatan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana
(GenRe);dan

d. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan
kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) secbagai wahana untuk
meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada
anak-anak remaja mereka.

Peningkatan Pembangunan Keluarga, vang dilakukan melalui

strategi:

a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi
yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai
pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak,
melalui: pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan,
pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga
lapangan, kader, dan masyarakat;

b. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya
Keluarga Berencana (KB) dalam peningkatan kesejahteraan
keluarga;

c. Peningkatan penyuluhan tentang pemahaman
keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran
dan fungsi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS),
serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, sosial,
cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan
lingkungan);dan

d. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta
kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan
tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan
kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan

peran keluarga.
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Penguatan Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi,
yang dilakukan melalui strategi:

a. Mengharmonisasikan dan mengusulkan amandemen peraturan

perundangan agar lebih mendukung pelaksanaan program KB
(Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 agar sclaras dengan Undang-
undangNomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan);

. Peningkatan koordinasi dalam implementasi Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 terutama pada Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

. Penguatan Kelembagaan melalui bimbingan teknis dan

pemantauan pembentukan Dinas Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masing-
masing wilayah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 dengan landasan hukum pelaksanaan yang mengacu pada
Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

. Penyerasian dan peninjauan kembali landasan

hukum/peraturan perundang-undangan Bidang Pengendalia

Penduduk dan Keluarga Berencana,

. Koordinasi terpadu lintassektor (lintas kementerian/lembaga)

terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi Kegiatan Program KKBPK (misal: Kegiatan
Kampung KBj;

. Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan Pembangunan

Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (misal: melalui forum

Musrenbangda dan Musrenbangnas);

. Peningkatan kualitas data dan informasiProgram KKBPK yang

akurat dan tepat waktu;

. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data

dan informasi kependudukan terutama sensus dan survei bagi

seluruh pihak, termasuk swasta dan akademisi;dan
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i. Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi
dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukanuntuk

perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi disusun dalam rangka mewujudkan arah Program
Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
(KKBPKjtahun 2015-2019 scbagaimana tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga,Keluarga Berencana dan Sistem Informasi
Keluarga,adalah terwujudnya konsistensi Kebijakan Nasional, Provinsi
dan Kabupaten/Kota dengan tujuan:

1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara
kuantitas, kualitas, dan  persebaran penduduk dengan
memperhitungkan daya dukung lingkungan;

2. Meningkatkan kualitas keluarga (keluarga berkualitas) sehingga
tercipta rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih
baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin
dengan melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil,
Bahagia, dan Sejahtera (NKKBS);

3. Meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal
melahirkan, mengatur kehamilan melalui: promosi, perlindungan
dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan
keluarga berkualitas;dan

4. Menyediakan data dan informasi keluarga untuk digunakan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan
kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi tugas dan tanggung
jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan dan
pelaksanaan kebijakan tentang perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga, kebijakan keluarga berencana,
penyelenggaraan sistem informasi keluarga, pemantauan dan

pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

2016, No.1441
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Fokus penetapan Kebijakan Nasional Perkembangan Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diarahkan untuk:

a. Menjamin tercapainya penurunan TFR sesuai target yang ditetapkan;

b. Meningkatkan kualitas penduduk dengan memanfaatkan bonus
demografi;

c. Memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan

d. Memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.

Pemerintah juga menetapkan programdan kegiatan penyelenggaraan
pengendalian kuantitaspenduduk berkaitandengan:

a. Perencanaan kependudukan,;

b. Penyediaan parameter kependudukan;

c. Analisis dampak kependudukan;

d. Kerjasama pendidikan kependudukan; dan

e. Penanganan isu-isu kependudukan di daerah Provinsi, kabupaten

/kota.

Hal tersebut diatas dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan
dan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat melalui advokasi, KIE,
serta  penyediaan sarana dan prasarana Program  KKBPK.
Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk
melembagakan dan membudayakan NKKBS yang dilakukan melalui
Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pembangunan keluarga
yang diarahkan untuk:

a. Melembagakan dan membudayakan NKKBS;

b. Memberdayakan fungsi keluarga;

C. Memandirikan keluarga;

d. Memberdayakan kearifan lokal,

€. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;
f. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
g. Memberdayakan peran serta masyarakat.

Kedudukan, serta tugas dan fungsi Penyuluh KB (PKB/PLKB)
sebagaimana tertuang dalam lampiran I huruf N Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014,dimana pengelolaan Penyuluh KB (PKB/PLKB)

merupakan kewenangan pemerintah Pusat (dalam hal ini adalah
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BKKBN), dan  pendayagunaannya oleh  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota. Dalam implementasinya, selain harus mengacu pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, juga diperlukan pedoman spesifik yang lebih operasional,
mulai dari penetapan standar kompetensi penyuluhan KB, penetapan
Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh KB sampai pada strategi dan
prosedur pelaksanaannnya termasuk pembentukan asesor dan

lembaga diklat terakreditasi di Provinsi.

Standarisasi tenaga pelayanan KB bagi petugas Medis berkaitan
dengan prosedur, tata cara dan kewenangan teknis medismemerlukan
regulasi dan kerjasama dengan sektor/institusi terkait, agar
pelaksanaannya dapat berjalan lancar dalam lima tahun ke depan.
Dengan demikian, kerangka regulasi penyelenggaraan urusan Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB selama lima tahun ke depan adalah:

1. Perubahan Peraturan Presiden tentang kelembagaan BKKBN
terutama terkait dengan penambahan fungsi tidakhanya yang
terterapada Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tetapi juga
melaksanakan tugas fungsi sebagaimana diamanatkan
dalamUndang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dalam lampiran dinyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah
dalam hal ini BKKBN meliputi:

a) Pengendalian Penduduk;
- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas
penduduk.
- Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara
nasional.
b) Keluarga Berencana (KB);
- Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi,
komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk.
- Pengelolaan Tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
- Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk
kebutuhan PUS Nasional.
- Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian

pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB.
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c) Keluarga Sejahtera;

- Pengembangan desain program pembangunan keluarga
melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat mnasional dalam pembangunan
keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

d) Standardisasi dan Sertifikasi meliputi Standardisasi
pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas
lapangan KB (PKB/PLKB).

Penetapan Peraturan Presiden tentang Penyelengaraan Keluarga

Berencana sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan Kependudukan,

Pembangunan Keluarga,Keluarga Berencana dan Sistem Informasi

Keluarga.

Harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri

dan Kementerian terkait dalam penerapan Undang-undang

Nomor23 tahun 2014, seperangkat peraturan perundangan yang

berkaitan dengan kelembagaan pengendalian penduduk dan KB di

daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta petunjuk teknis tentang

nomenklatur, struktur dan tugas fungsi lembaga di daerah vang
menangani Program KKBPK.

Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan

Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) program dan

kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di

daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam perincian

program dan kegiatan serta penganggaran di Kabupaten/Kota

sebagai rujukan daerah dalam menerapkan struktur program dan
kegiatan, indikator per kegiatan kependudukan dan KB sekaligus
kode akun anggaran.

Penctapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan

Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga secara Nasional dan

di Daerah.

Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan

standarisasi pelayanan KB kepada tenaga Pelayanan KB.

Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan

pengelolaan tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB.
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9. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan
sertifikasi tenaga penyuluh KB.

10. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan
peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka harmonisasi
dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kementerian terkait
terutama dalam penerapan peraturan perundangan yvang berlaku.

11.Penyusunan regulasi untuk mendukung pencapaian sasaran
program KB di daerah, antara lain untukmendukung pencapaian
peserta KB Baru, pembinaan peserta KB aktif, kedudukan
operasional penyuluh KB, penyaluran anggaran mekanisme
operasional dan penggerakan KB, distribusi alokon dari
Kabupaten/Kota ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), serta
insentif bagi tenaga lapangan KB.

Rincian kerangka regulasi dapat dilihat pada Lampiran II: Matriks

Kerangka Regulasi.

Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014, ditetapkan bahwa Urusan Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana adalah merupakan urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.Untuk itu
diperlukanpenguatankapasitas kelembagaan yang menangani
penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di
tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota agar dapat sepenuhnya mengacu
pada ketentuan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan
Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana telah ditetapkan di
dalam RPJMN dan Renstra BKKBN 2015-2019. Selain itu, dengan
adanyabentuk kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
maka akan memudahkan saat penyusunanProgram, Indikator dan
Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB baik di dalam
RPJMD, Renstrada, dan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan
mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penguatan
fasilitasi, sosialisasi, pendampingan dan pembinaan, terutama dalam
menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016

tentang Organisasi Perangkat Daerah.
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Dalam rangka penguatan kelembagaan Pengendalian Penduduk dan

KB diperlukan beberapa langkah kegiatan, diantaranya:

1. Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah  Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam  penyelenggaraan urusan  Bidang

Pengendalian Penduduk dan KB,minimal berkaitan dengan;

a)

b)

d)

Penguatan Kapasitas yang berkaitan dengan kedudukan,
fungsi, klasifikasi lembaga daerah vyang menangani
pengendalian penduduk dan KB.

Penguatan kapasitas infrastruktur regulasi yang mendukung
operasional maupun eksistensi lembaga sebagai tindak lanjut
perubahan peraturan perundangan (peraturan daerah,

peraturan Bupati/Walikota atau regulasi lain) yang berfungsi

menjaga kualitas dan sinergitas kebijakan dalam
perencanaan, penganggaran,pelaksanaan dan evaluasi
program.

Penguatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia baik
tenaga pengelola Program,tenaga pelaksana maupun tenaga
masyarakat yang menyelenggarakan Program KKBPK sesuai
tingkatan wilayah.

Penguatan program dan penuangan kegiatan sebagai tindak
lanjut penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)
program KKBPK sebagai penctapan arah Kebijakan umum
pembangunan di daerah, Renstrada dan Rencana Kegiatan dan
Anggaran SKPD pembangunan pengendalian penduduk dan
KB.

Penguatan kapasitas dukungan sarana,prasarana dan
anggaran untuk menyelenggarakan program KKBPK di
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dalam upaya menjaga
kesinambungan dan keberlangsungan pelayanan pengendalian

penduduk dan KB kepada masyarakat.

2. Menyelenggarakan sistem informasi keluarga yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pendataan Keluarga, pencatatan dan

pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pencatatan dan pelaporan

pengendalian lapangan program KKBPK secara akurat dan tepat

waktu.

3. Memperkuat kedudukan dan peran penyuluh KB dan Petugas

Lapangan KB terutama berkaitan dengan pengelolaan sebagai
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Aparatur 8ipil Negara (ASN) maupun tenaga non ASN yang
didayagunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta
pelaksanaan sertifikasi penyuluh KB;

Memperkuat Kedudukan hukum PPKBD,SUB PPKBD dan kaderkKB
sebagai penerapanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pasal 150 menyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan
Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat
khususnya yang bertugas untuk melakukan pemberdayaan
masyarakat desa,berperan serta aktif dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunandanmelakukan pelayanan Program
KKBPK secara langsung kepada masyarakat.

Memperkuat pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian
pelayanan/pembinaan kesertaan ber-KB serta dalam
pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan
keluarga.

Memperkuat pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat
dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di

Kabupaten/Kota.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L)2015-2019, maka BKKBN
menyusun Renstra 2015-2019 dengan target kinerja dan kerangka
pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra
BKKBN 2015-2019 mengacu pada sasaran program (outcome), sasaran
kegiatan (output) dan indikator-indikator yang telah tertuang di dalam
RPJMN 2015-2019. Kemudian pengembangan Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK), Komponen dan Sub Komponen juga harus mempertimbangkan
upaya perwuyjudan tujuan BKKBN untuk “mencapai Penduduk Tumbuh
Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
dan perwujudan Keluarga Berkualitas”. Selain itu, dalam penyempurnaan
Renstra ini, BKKBN juga memperhatikan berbagai prioritas pembangunan
vang telah dirumuskan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun
2017.

4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Sasaran Strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara
nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh
adanya outcome dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan
strategis tersebut, BKKBN menectapkan Sasaran Strategis Tahun
2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR};

2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR);

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet
need);

4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);dan

5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN

Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja
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sasaran strategis sebagal berikut:

Tabel 4.1
Indilkkator Kinerja Sasaran Strategis EKKBN Tahun 2015-2019

INDIKATOR {REVIS| RENSTRA DARI BSC) LARGELUNERS 2015-201%

2015 2016 2047 2018 2019

1 |Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR} per 2.37 236 233 23 223 228
WUS (15-49 tahun)

2 |Persentage pemakaian kontrasepai { modem 60.5 607 60.9 1.1 61.3 61.3
contraceptive prevalence ratelCPR)

3 [Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 1060 10.45 10,26 10,14 LET] a.01
{unmet need) (%)

4 |Persentase Peaerta KB Aktif {PA] MKJP 20150 21.19 .70 2230 23.50 23.50

& |Tinghkat putus pakai kontrasepsi (%) 280 %7 %3 250 244 24 6

4.1.2 Sasaran Program [(Outcome] dan Indikator Kinerja Program
Sagaran Program [Outcomes| merupalkan hasil vang akan dicapal dari
suatu program dalam rangla pencapaian sasaran strategis BEKEEBN
Tahun 2015-2019.BEKEBN merupaltan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian [LPNK] sehingga hanya mempunyai 1 (satu] Program
Telthiz wvaitu Program Kependududulkan, Keluarga Berencana dan
Fembangunan Keluarga serta 2 [tiga] Program Generik yaitu: 1]
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Herjasama
Internasional BEKBN, 2] Program Dukungan Manajemen dan
Pelalczanaan Tugas Teknis lainnya, 3| Program Pengawasan dan
Feningltatan Altuntabilitas Aparatur BEKEBEN.

1. Sasaran ProgramKependududukan, Heluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Sazaran Program [Cutcome| Program Hependududukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah Terlaleananya
Program KEBPK dizeluruh tingkatan wilayah, Untuk mengukur
keberhazilan pencapaian hagil [outcomes], malka  ditetaplan
Indilator Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga sebagai berilcut:
- Jumlah pegserta KB baru /FB [jutal;
- ASFE 15-19 Tahun;
- Pergentaze PUS yang memilild pengetahuan dan pemahaman

tentang semua jeniz metods kontrazepsi modearn,
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- Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan
kesadaran tentang fungsi keluarga;

- Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana;

- Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu
kependudukan;dan

- Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan

keluarga) yang akurat dan tepat waktu.

2. Sasaran Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

serta Kerjasama Internasional BKKBN

Sasaran Program  (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan

Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN adalah

meningkatnyakualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program,

Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan

program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil

(outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan,

Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional

BKKBN sebagai berikut:

- Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga
fungsional;

- Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi;

- Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga
penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di
bidang KKBPK;

- Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional,
penelitian dan pengembangan KB, KS dan
Kependudukan;dan

- Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan

pengembangan di Provinsi.

3. Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis lainnyaadalah tersedianya dukungan
manajemen dalam rangka penyelenggaraan Program KKBPK.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka

ditetapkan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan
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Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebagai berikut:

- Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat
dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program
pengendalian penduduk dan KB;

- Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK;

- Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang
mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja;

- Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil
Negara (ASN) yvang kompetensinya sesuai dengan standar
(sesuai roadmap);

- Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran,
kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran;dan

- Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan  program
Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga di Provinsi.

4. Sasaran Program Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur BKKBN adalah meningkatnya

akuntabilitas pengelolaanProgram KKBPK. Untukmengukur

keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan

Indikator KinerjaProgram Pengawasan dan  Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur BKKBN sebagai berikut:

- Persentase Temuan Penyimpangan  Strategis Dalam
Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal
audit;dan

- Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

di satker Perwakilan BKKBN Provinsi.

4.1.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran Kegiatan adalah keluaran (output) vang dihasilkan oleh
suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran program. Sasaran kegiatan merupakan keluaran yang harus

dihasilkan oleh unit kerja Eselon II dengan alat ukur tingkat
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4.2.

keberhasilan pencapaiannya menggunakan Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK). Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) untuk masing-masing unit kerja Eselon II telah
disusun untuk seluruh Program dan Bidang di lingkungan

BKKBN(tertera pada matrik lampiran Renstra ini).

KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga  (RKA-K/L), Pemerintah menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam
penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan
bernegara. Dokumen penyusunan anggaran yang dibutuhkan sebelum
APBN ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR, adalah RKA/KL dan
Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN). RKA-
K/L merupakan dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun
menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, sedangkan RDP BUN
adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk
anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan
kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang
pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 juga
mengatur bahwa penyusunan RKA-K/L harus menggunakan
pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM),
penganggaran terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis

kinerja (PBK).

4.2.1.Pendanaan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan sasaran yang harus dapat dicapai
oleh BKKBN melalui integrasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan
prioritas di seluruh Program, Bidang (Unit Eselon I) dan seluruh
unit kerja Eselon II di lingkungan BKKBN. Schingga kerangka
pendanaan Sasaran Strategis merupakan alokasi anggaran

BKKBN secara keseluruhan (total anggaran BKKBN].
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4.2.2.Pendanaan Program dan Indikator Kinerja Program
Kerangka pendanaan Program di lingkungan BKKBN dibagi pada 4

(empat) Program yang terdiri dari:

Tabel 4.2
Rancangan Kerangka PendanaanProgram BKKBN Tahun 2015-2019

Dalam Rp. Juta.

KODE PROGRAM ALOKASI ANGGARAN 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019

068.01.06 |Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan

Keluarga 2.408.065 | 2.629.547 | 2.328.227 | 2.444.449 | 2.566.671 12.376.958

068.01.01 |Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya BKKBN 636.341 658.383 768.753 | 2.907.191 | 3.052.550 8.024.218

068.01.03 |Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur BRKBN 11.629 16.686 17.600 18.480 19.404 83.799

068.01.04 |Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan

serta Kerjasama Internasional BKKBN 265.188 253.854 296.011 310812 326.352 1.452.317

TOTAL 3.321.223 | 3.559.570 | 3.410.592 | 5.680.531 | 5.964.978 | 21.937.293

4.2.3. Pendanaan Bidang dan Kegiatan
Di dalam rancangan kerangka pendanaan Program, terdapat
pendanaan untuk level Bidang (unit Eselon I) dan level Kegiatan
(unit kerja Eselon 1I). Di dalam Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) terdapat 4 (empat) Bidang: Bidang
Pengendalian Penduduk (DALDUK, Bidang Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi (KBKR), Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga (KSPK) dan Bidang Advokasi, Penggerakan
dan Informasi (ADPIN).Pada Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DKM) terdapat 1 (satu) Bidang
Sekretariat Utama (Sestama), pada Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur terdapat 1 (satu) Bidang
Inspektorat Utama (Irtama), dan pada Program Pelatihan, Penelitian
dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional terdapat 1 (satu)

Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Latbang).

Pada masing-masing Bidang tersebut kemudian telah dijabarkan
pada level kegiatan (unit kerja Eselon II), termasuk kerangka
struktur kegiatan untuk unit kerja Perwakilan BKKBN Provinsi.
Pendanaan pada level Kegiatan merupakan anggaran untuk
mendukung keluaran (output) yang dihasilkan oleh unit kerja

Eselon 1T yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
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Program dan Bidang diatasnya. Rincian kerangka pendanaan per-
Bidang (unit Eselon I) dan per-Kegiatan Prioritas (unit kerja Eselon

II) telah tertera pada matrik lampiran Renstra ini.
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BABV
PENUTUP

Upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak terlepas dari berbagai permasalahan
vang tergambar pada kondisi pencapaian Program KKBPK secara nasional
selama lima tahun terakhir dimana target/sasaran yang telah ditetapkan
belum berhasil dicapai secara maksimal. BKKBN harus lebih meningkatkan
komitmen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas baik secara internal
di dalam lingkungan BKKBN sendiri, maupundengan meningkatkan kerjasama
lintas sektor (lintas K/L) serta bersama mitra kerja dan pemangku

kepentingan (stakeholders) di seluruh tingkatan wilayah.

Perbaikan telah dilakukan di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 ini
dengan telah mempertimbangkan berbagai perkembangan isu dan lingkungan
strategis serta kebijakan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian
PPN/Bappenas, diantaranya; 1) Perubahan pendekatan yang semula Money
Follow Function menjadi Money Follow Program, 2) Pendekatan Perencanaan
pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial, dan
3) Penajaman Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Nasional dalam
RKP 2017.

Selain itu, penyempurnaanpadalndikator Kinerja Kegiatan (IKK), Komponen
dan Sub Komponen pada Renstra ini juga telah dilakukan dengan terlebih
dahulu melakukan perbaikan dan penajaman pada Balanced Score Card (BSC)
BKKBN 2017-2019 yang akan menjadi salah satu alat ukur atau alat
pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang

telah ditetapkan.

Dengan adanya perbaikan/revisi pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN
2015-2019 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi
Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)diseluruh
tingkatan wilayah, dapat memperkuat strategi pelaksanaan Kkegiatan
prioritas dalam pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan, serta
dapat memudahkan proses evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian
kinerja/output/outcome BKKBN. Berbagai permasalahan yang kemudian

muncul dalam proses pelaksanaan Program dan Kegiatan BKKBN kedepan
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merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi melalui berbagai

strategi yang dapat dikembangkan.
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Lampiran
Matriks Rencana Strategis (Renstra) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
ALOKASI UTA RUFIAH)
PROGRAM BASELME TARGET KINERJIA LR TOTAL ALOKASI _.mu.ﬂmm_m__zn
No.|  KEGIATAN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSQ) TARGET 2015 2019 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU Sotsedange | LOKASI [ PERARECH
PRICRITAS 204 2014 ms &
ms ame 217 ms 2019 2016 2017 ms 2019 [ELTERIERY
BADAN Z5H0066,6 | 33272237 _II0H87 | _IAI0ISLT | _A6HIIILT | _S964ITLE | 279372934 | BKKBN
brCmmen {iotal Tertility rat/IFR) per WO'S (1549 tahun) 250 237 236 [ 231 778 278 —
BERENCANA i T{modem . 573 605 607 603 611 613 613 BERENDUDIRAN
INASIONAL rate/CPR) DAN KELUARGA
BKKEN) Porsentase kebutuhan ber KB yang Gk terpenuhi unmet necd) (%] A 0,60 A8 075 0,14 591 991 i!!..w.c.ﬂ.:.h-
®8
Persentase Peserta KB Akt (PA) MKJP 183 2050 21,19 71,70 7230 B 50 (EHKERD
[ Tngkal puas pakal Kontasepsi (%) FIE] 760 757 3 750 75 13
T [Program 17640623 | _ZANGs] | _ZE295463 | _Z3MZA 3 | _ZAMMUE | 25666710 | 123769590 | BKKBR
Kependudukan, ] S S e e e — —
KB, dan [umiah peserta KB baru /7B (uta) 681 715 743 75 733 733
Pembangunan [ASFR 1519 Tahun Wpa 000 | 4pE 00 | adpe 00 000 | 0pa 0D | Bper 100 (B
Kelarga Kelahiran Metatirn | perempumn 1519 | parempuan 15-19 | perempuan 1513 | perempuan 1519 519 tabun
e abn fry abn
Persentase PUS yang memili dan LSy KPR 3 7 3 E] 70 7 L
jenis i madem i DAN KELUARGA
gayang memiiki tentang B(Survey RPN n o 0 ] 50 E]
(fungsi keluarga 013) NASIONAL
Indels ¥ Generasi Berencana %64 (ka0 00) 0 [ 50 il 52 3 (BKKEN)
“Burvey RPN
2014)
Persentase masyarakel yang mengelahui tentang isu kependudukan E] E] 13 % L] 50 50
Humiah Ketersedizan data dan informasi keluarga (pendataan kelumgd) yang 1 1 1 T T T 1
akurat dan tepat waktu
A [Bidang 6AB75 F22065 ZoE56,7 [FET] 06260 (72 141254 | DKKDH | DEPUTIGIOANG
[umiah Pemda yang memasukkan indiator program KKBPK ke dalam REPD Sipuvins | Mpuvin; | Sipoars, | Spiovins; | % oW 5t provrs; sty
GaiA7 | LTR daiS7 | OY%dani SN | (4% CaniA7 | {50% dan S | dan 57 Kabiotay (LY
KobMotok | KabWoids | Kootk | KabMotak | HabiKotok A0% KL
AR KA 2% KA 3% KA IR WL A% KA
1 Exrng TIOTEE THETE 7m0 1500 TE FIE6T | PUSAT
Pengendat:
ongendakan T [Jumiah sekior yang menyepakat dan memant astian parameter T ckion Thekio) | 10 Gokon | 1ZGekion | W eekion | 16 Gekion) 6 Gekion
rencana dan
K] ntah Provinsi dan yang profil| Prov50% Provill% | Provi00% | Providi% Prov 0%
(parameter dan proysksi) penduduk dalam melaksanakan Kab/kota Kab/kota20% | Kabota 40% | Kab/kota60% | Kabkota60%
perencanaan pembangunan daerah
051 |Pengembangan kebjakan dan strategi penetapan perencanaan DIREKTORAT
pengendalian penduduk _u!m.n...-_n:..
T5Z [Penclapan profil (parameler dan proyeksi) penduduk PENDUDUK
053 [Pemanfastan datasas aran pengendaiian penduduk dalam DITRENDUK)
perencanaan pembangunan
W54 [Pem kemitraan dalam
penduduk
1Z [Jumioh Pembinaan, dan Hprov Hprow FHprov Frprov Hprov Hprov T prov
Pengendafian Penduduk
55 [Pembiaan, Monitorh T Program
| Penduduk
7 [Pemaduan I5H5 TI050 TAE06 37550 EXH] [RFI%) T27067 | PUSAT
Kebiak
encondu Persentase Pemda yang memasukian indacator program KKOPK ke dalam | 20% selio; | Pk scdor, | To%sodor; | AT sodor; | @o%sedor; | 5% sader % sevdor;
RKPD W% provinst; 15% provinst, 2% provinst, i, 30% provinst; Ansi, I provinst, 0%
S%KabMota | % HabMota | 1% Kabfiota | 2U% Kabiiota | 2% KabMota | 3U% Kabiota Kateota
21 qrand desain A% kabAata 6% kabAata B0% kcbikata 0% IabAata 0% kab/lata 100% kabAata
kependudukan
6T [Kebyakan dan strategt grand design pembangunan
kependudukan tingkat kabupaten/kota DREKTORAT
U6Z [Fasiitas] penyusunan grand design pembangunan
kependudulkan fingkat kabupatenketa ey
(5] 7 grand design PENDUDUK
kependudukan ingkat kabupaten/kota DITINGDIRG)
64 [Pematuan dan sinkonisas | kebyakan pengendalian penduduk
kementerian/lembaga dengan kebjakan pembangunan daerah
22 |Jumlah il , ing dan Evaluasi 33 prowinsi 34 provansi 34 provinsi 34 provinsi 3 provinsi 34 provinsi
Pengendafian Penduduk
w5 T floring dan Evakiasi ebjakan
Pengendakian Penduduk
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[paxda 2019 = 45.340 faskes)

094 _._u-i.-.l_ Keters ediaan Alokon

m5 __ul=l_=_=l_ Sarana Pelayanan KB

ALOKASI (JUTA RUPIAH) INSTANSI
PROGRAM SASARAN PROGRAM BASELINE TARGET KINERJIA BASELINE TOTAL AL OKASI PENANGGUNG | PRIORITAS
No.| KEGIATAN | (OUTCOMEY SRSMRAN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSQ) TARGET 20152019 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 201552010 | LOKASE | P Ry i
PRICRITAS KEGIATAN (OUTPUT) 20m 2014 ms s WB/KL)
ms ame 217 ms 2019 2016 2017 ms 2019 [ELTERIERY
3 [Kerjasama |Weningkatnya ELEE 55390 6.407 3 74000 46200 18510 268573 | PUSAT B
Pendidian Isinergitas
(5] yang ki komitmen dalam ) ) 00% ) 0% T00%
pendidikan dan
kependudukan antar 31 |Persentase kejasama penyelenggaraan pendadikan formal, non formall 00% L) ) 100%
lembaga pendidikan dan i il
071 [Keb§akan dan strategi pendadikan kependudukan DREKTORAT
- — KERJASAMA
U7Z |Fenyiapan materi pendidikan kependudukan PENDIDRAN
073 [Pen dan ateu kemitraan KEPENDUDUKAN
kependudukan DITPERDUNG)
3 T
32 [Jumiah Pembinaan, ing dan Evaliasi EL 3 EL E0)
Kependudukan
075 [Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Kerjas ama Pendidikan
Kependudukan
T [Analisis Dampak | Tersedianya ERISH] 72661 7292 51800 5430 57110 309053 | PUSAT B
ependudulan - |kebijakan T4 [Jumiah kebijakan ? [T 1 G 6 3 6 7
da. umi i an Prioeitas REP
Gampa straegis sebagai i (Pngectn
dan [wilayah islembagam,
[model solusi 41 [Jumiah yang C lisasi iy 0 Provins, 110 | %0 Provinsi, 190 | 13 Provins, 110 33 Prowins, 330 ‘serta data dan
|strategis i ke dalam program ” frformasi)
dan kegiatan 6 Sebdor 6 Seldor 6 Sektor Seldor
U1 [Pengembangan Kebyakan, Strategi dan Program Pengendalian
Dampak i tematik dan DIREKTORAT
l<pasial) ANALISIS DAMPAK
062 |Penguatan Kemitraan dan Pelembagaan kebyakan Dampak DIDANDUY
kependudukan
063 [Intervensi Model Solusi Stralegss Pengendalian Dampak
Kependudukan
77 [Jumiah Pembinaan, Monkoring dan Evaniasi Perencanaan W oW, 110 | 0 Provess, 190 | 0 Aows, 110 | D oms, 10
Pengendakian dampak kependudukan -
6 Sebdor 6 Seldor Sektor Seldor
U041 [Pembinaan, Monfloring dan Evaluasi pelaks anaan
B [Bidang Keharga |Weningkatnya SGAT | WIIITE | 12772047 | ©1502| ©AWGH | 9BIBIH AB135230 | BRKBN
Berencanadan  |Kuantitas dan
Kesehatan Kualitas Pelayanan | B-1 [Jumiah PA Tambahan = 5 5 1150000 965,000 741000 2859000
Reproduksi KB dan KR B |Persentase Peningkatan Kesertaan ber KB &i Daerah Tespencd, Perbatasan | 122 Kabupaten (713 7% % % % %
dan Kepulauan Tesluar D TPK)
5 [Peningkalon [Weningkainya 60713  OE3E977| 12061285|  Bae00TZ[ 677601z 5216913 77043204 | PUSAT
i inaan d
Pemertos bor KB |bes evtanss KB melabai | 5 [Persontase peserta KO bagi PIIS yang mendapatkon jamian Ketersedizan i) 53 55 5 515 55 ]
jolur pemerintah  |Fackes KB alat dan obat kontras epsi (alokon) melalui SIS Kesehatan
[pemesintah
51 oS Jai yang BPIS % 7% EP% CIA% % T T00%
Kesehatan yang Memenuhi Standar Pelayanan KB (15.738 faskes
pemerintah)
1 [Penguatan Kebijakn dan i i
|Alses dan Kualitas Pelayanan KE Jakir Pemerintah yang
[Tesintegrasi dengan BPJS Kesehatan
7 |Penguatan Penggerakan dan Pelayanan KB DREKTORAT
03 [Peningkatan Bkses dan kualitas Pelayanan KB diF askes [BINA KESERTAAN
Pemerintah BERKE JAUUR
[ Taskes yang A Pk el BA% a3% 2% EiEL) (33 B ot ol st
dengan asumsi st yong Tt yormy OITIALPEN)
Istandar pelayanan KB @5% dari 53 342 Faskes yang diasumsikan = s
bekesjasama dengan S.ISH Kesehatan sampai dengan tahun2019 = 45340 | \emnaanoo212) 450 Fackes &
Faskes s/d tohun 2019) 2019
52 kes yang Mendapat yanan KB {Jumiah 6% 5% BI% 3% 5% 100% 0% (dari total
[Faskes dan i asumsifases
dibandingkan dengan farget faskes yang harus dipenuhi sarananya teregister Rﬂ._v.l




—
3 ALOKASI (JUTA RUPIAH) INSTANSI
<t . PROGRAM SASARAN PROGRAM BASELME TARGET KINERJIA BASELINE TS s |lormms
o.|  KEGIATAN | (OUTCOMEY SASMUAN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSQ) TARGET 20152019 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 201552010 | LOKASE | P Ry i
— PRICRITAS KEGIATAN (OUTPUT) 20m 2014 ms s WB/KL)
. 5 6 17 ms 19 2016 2017 ms 2019 [ELTERIERY
@) 15 [Jumiah fasiiasi pembinaan kesertaan ber KB Jalur Pemerintah = z i | 12 i |12 i | 12 G z
53 [Jumiah pembamaan, monoring dan evakiasi KO Jalur Pemenntah | 34 prowinsi | 34 prowinsi | 38 prowinsi | 34 provmsi | 34 prowinsi | 34 provasi | 34 prowmsi
-~ lyang berkualitas
O 6 [Penguatan Witra Ketja dalam Pembinasn Kesertaan KB Jakir
[Pemerintah
W7 inaan, T Kesertaan KB Jakir
(@) Pemerintah
N G [Pembinaan [Weningkatnya SO0 57973 7342 GEE7 D ] 73393 141577 | PUSAT N
|standarisasi kapasitas tenaga _ _
keapasitas tensga pelayanan | 1B Taskes dan jejarh yang memikki % (daitotd (13 % ) 6% o% T [daiotd
kesehatan KBKR yang [terstand arisas¥kompeten datam pelayanan KB dan KR (1 faskes yang sudah | asumsi faskes asumsifaskesyang
KBKR = asi i SJSN Kesehatan memiiki 1 dokter dan atau 1 bidan
[terstand arisas¥kompeten) dengan SN &=
2 Keschalan/S 12
45340 Faskes &
209
[E] yang &1 yang % 30% 0% 5% ot okl Faskes
i ng: dan Svastayang
bekerjasama dengan
BPS patatshun 206
01 i §akan, Strategi dan i Pelayanan [EBNA KESERTAAN
KB Jalur Swasta BERKE JAUUR
SIRSTA
0Z |Peningkatan Kapasitas SDM, s erta ketersediaan Alokon dan DITIALSHR)
Sarana Penunjang Pelayanan KE Berkuakitas di Faskes Swasta
dan Jejaringnya
03 |Peningkatan Peran Serta Mitra Ketja dalam Pelayanan KB Jakur
Swasta
[T PesertaKB PBh i di Faskes Foo% S 2014 G0% 615% 3% 645% 6% 6%
jejaringnya
62 i ing dan evaluasi KB 3 provinsi 0% 0% 100% 100% 100% 4 provins terfasieast
Malur Swasta yang berkuakitas pembiran KB Jdur
Swasta
04 [Montoning, Evakiasi dan Fasiitasi Penmgkatan Alses dan
Kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta
7 [Peningkatan [Weningkatnya ez TE1ZR 57978 TEE1 0 76200 TEE10 0755 | PUSAT ]
KB di inaan kes ertaan
Iwilzyah dan KB diwiayahdan | U |Pemenisse kabopalen (Mabapaien Gakilas] dan Xoia (Wikyah Mskin Tkanpatn | 125 Kab 2% Kb ELL) A% Kb W Kab | GF% Kab Gabclias
f i Aesenaan ber KB % dan 65% Villayah
| sasaran khusus |sasaran Musus aid VyMKota | WEmahKota | % Weaysh | Weayshlota | 5% Weaah | G9% Vayah Kota
3 ota Kota Kota
EE] Testinggal, dan teruar 2% Kab dan 2% Kabdan |36% Kabdan 45% | 48% Kab dan 60% Kab dan 6% Kab dan 65%
4 (DTPK) dan wiayah miskin perkotaan yang difasiltasi dalam dan 7 Kota 25 Kota I Kota Kota 55% Kota % Kota [
| lpembinaan kesertaan ber KB (Perpres
131T2Me
0 i §akan, Strategi dan Materi 7 DIREKTORAT
[Pembinaan Pelayanan berK B bagi Penduduk Miskin, DTPK EA KESERTAAN
dan sasaran khus us (KB Prig) BERNB JALUR
11 |Fas#itasi Pembinaan Pelayanan ber KB bagi Penduduk Miskn WLAYAH DA
dan DTPK SASARAH
- - - - KHUSUS
T1Z_|Peningkatan Peran Witra Kotja dalam Pembinaan Pefayanan oTMsIS
ber-HB bagi Penduduk Miskin dan Daerah Tertinggal (termas uk
DTPI)
13 [Fasiitasi Pelaksanaan Pembmaan Pelayanan KB Pria
72 [Jumiah fasiiasi pembinaan KBKR di Daerah Tertinggal, Perbatasan | 34 Provinsi | 34 Proviesi | 34 Provinsi | 38 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi 31 Provinsi
dan Kepulauan terluar DTPK), wilayah miskin perkotaan, dan Sasaran
Khusus (KB Pria)
114 [Pembmnaan, Monitoring, Evaluas & Daerah Teringgal,
Pesbatasan dan Kepulauan teruar D TPK), wilayah miskin
dan Sasaran Khusus B Pria)
T [Peningkaton [Weningkatnya 36670 7097 1 75437 T3E00 16725 15061 290694 | PUSAT N
Kualitas Kualitas Promosi dan
I8 |Persentase faskes KB yang memikki tenaga pelayanan KB yang memenuhi Thdari 53342 | 27% dai  [i7% dani53342| Gb% dari B5% dari  [B5% (o ocat msumss
|standar dalam melaksanakan promosi dan konsling kesehatan dan hak hak faskes  [93342faskes | faskes  |G3342 faskes (53342 faskes | faskesyang
reproduksi yang berkualitas ek
515N Kosenzean .22
=450 Fackez s
2019
81 [Persentase Faskes yang memberkan mformasi Kesehatan dan Hak- hdari 33342 | 27% dai  [i7% dani53342|  Gb% dari B5% dari [85% (dartoeat msumss
hak Reproduksi faskes  [43342faskes |  faskes  |G3342faskes [ 53342 faskes | faskesyang
bekarjacama dengan
DREKTORAT
515N Kasanzemn 2202
= 45340 KESEHATAN
B Srt REPRODUKS]
(ITHESPROY
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ALOKASI (JUTA RUFIAH) INSTANSI
PROGRAM SASARAN PROGRAM BASELINE TARGET KINERJIA BASELINE TOTAL AL OKASI PENANGGUNG | PRIORITAS
No.| KEGIATAN | (OUTCOMEN SASARMN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSQ) TARGET 2015 2019 ALOKASU PRAKIRAAN MAIU ot zaty | LOKASt | PE %
PRICRITAS KEGIATAN (OUTPUT) 20m 2014 ms s WB/KL)
ms ame 217 ms 2019 2016 2017 ms 2019 [ELTERIERY
21 i §akan, Strategi dan Materi i dan
2z E 7 T dan Konseling
i di Fasilitas
73 |Penguatan Peran Mitra Ketja yang Teribat dalam Promosi dan
[Konseling Keschatan Reproduksi di Faskes
124 |Peningkatan promosi dan konsching Keschatan Reproduls di
pTPK
175 |Peningkatan Kesertaan KB PP &PK
I |Persentase Kelompok Sas aran (poktan/BKB BKREKL UPPKS dan PPKS) 5% dani 0% dant 5% dari % dari 7% dai | 5% dari 265045
lyang i i exta hak-hak 265045 poktan| 265045 (265045 poktan| 265045  [265.1M45 poktan pokian
reproduksiyang berkualitas (memenuhi standar) pokian pokian
a1 jiatan (POK TAN) yang 5% dani 0% dai T5% dart 2% dart 2% dari | 25% dari 265045
informasi kesehatan reproduksi 265045 poktan| 265045  |265.045 poktan| 265045  |26515 poktan poktan
pokian pokian
126 |Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan Reprodulsi (di
[komunitas, mitra kerja, serta bagi PKB/PLKE dan PPKBD/Sub
PPKEBD)
T i Tdan
[Reproduksi di Kelompok kegiatan
82 (Jumlah fesiitasi pemba Tdan Konseling ] £ EJ ) EJ ) EJ
Reproduksi
78 [Wonitoring, Evakiasi dan Tasiliasi pembinaan, Promosi dan
Konseling Keschatan Reproduksi
T [Bidlang Kemarga |Woningkatnya TBE%T | SI3G5 | ZmIE A3NZ AT 55995 55335 | BRKBN Frioras FIE
Sejahtera dan Keluarga _ KELUARGA
Pembordayaan  |quna mewsjudkan’ | C1 |Perse 9a Pra Sejahtera (Pra KS) = 705 T65% 6% BE% 5% 5% SEWITERADAN | Kohiga dan
[ T2 Temaa T5-19 tahun yang menjadi Ibu dan atau 9,5% (SDKT TA5% 5% 920% 5,10% 0% 5,00% WELUARGA e
lsedang hamil anak pestama 2012) s
[CA [Wedian Uska Kawin Pertama Perempuan FLE} 705 707 FF ] 709 Eil F]
3 [Pembmaan [Meningkatnya 5734 207808 EO732 TEE2Z 51295 THED 137645 | PUSAT ]
Keharga Balita Sikap _
dan Antk don Perdaku sy | I [Perse dan anak i BI% 7% H5% 5% 5% T05% 5%
keluarga bakita dan kembang balita dan anak
anak datlam
pengasuhan dan 91 [Porsentas ¢ Keluarga Bakta dan Anak yang kart BKE 7% % EX1) ) 5% 5% TOA%
[pembinaan tumbuh
kembang anak 131 [Promasi Pembmnaan Keluarga BKB
157 |Penguatan Jejaring Kemiraan DKD by
19 |Persentase PUS anggota BKB yang mendopat pembinaan kesertaan berKB | 60% Data 0% 0% W% 0% W% 0% [BALITA DAN ANAK
Dallap Okt 2014 DITBALNAK)
92 [Persentas ¢ Kelompok BKB Hl yang mendagat pembinaan KKBPK E T5% 0% 125% 5% 75% 5%
133 [Pemingkatan Kualkas pembinaan kelompok BRE HI
93 [Jumiah monitoring dan evaluasi pelaks anaan Program Bina Keluaga EJ EJ £} 3 £} EJ
Balita yang
34 [Wenftoring dan Evaluasi Program Bina Keliarga Balita
0 [Pembmamn [Weningkatnya remaja EEE1 21863 76656 57975 58624 58405 37623 | PUSAT ]
. T10 (Indeks Pengetahuan Kesehatan Reprodulsi Remaja (KRF) melaiui Generasi | 84 frentang [} [ 50 5 52 52 i
[pembinaan tentang 4 e '
“Survey RPN Remdiah
(GenRe) 20M)
04 | ndels B B4 [ 50 51 52 52
L 5 rategi, pedoman,
|Administrasi
TZ |Penguatan Promos] dan pelombagaan Program GenRe
0 ¢ PUS angguta BRR yang ber KB J % 5% 5% 55% T60% 6% B
pada 2,068 KETAHANAN
Ketuarga yarg REMALA
menjadi anggota (DITHANREM)
B (Stat Rutin
201
02 [Persentas ¢ remaja yang mengakses PIK (dari yang pemah mendengar B 2% % % 7% % %
ltentang PIK)
143 |Peningkatan Akses dan Kualkas PIK R
03 [Jumiah fasikas! pembinaan, monftoring dan ovakiasi Bina Ketahanan H prov T prov Fprov Fprov Hprov F prov
Remaja
44 [Wonitoring, Evakiasi dan fasilkasi Program Bina Ketahanan
Remaja
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ALOKASI (JUTA RUFIAH) INSTANSI
PROGRAM SASARAN PROGRAM BASELINE TARGET KINERJIA BASELINE TOTAL AL OKASI PENANGGUNG | PRIORITAS
No.| KEGIATAN | (OUTCOMEN SASARMN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSQ) TARGET 2015 2019 ALOKASU PRAKIRAAN MAIU ot zaty | LOKASt | PE %
PRICRITAS KEGIATAN (OUTPUT) 20m 2014 ms s WB/KL)
ms ame 217 ms 2019 2016 2017 ms 2019 [ELTERIERY
11 [Pembmamn [Meningkatnya PSP EEEE] 124264 65717 55400 EE170 61079 4649 | PUSAT B
Ketahanan keluarga lansia dan _____
Keliarga Lansia  [rentan datam K] ga yang yang 3% 3% 53% % % 0% W%
dan Rentan pembinaan keluarga [tentang Pembinaan Ketahanan Kehiarga Lanjut Usia & Rentan
lansia dan rentan
11.1 [Persentas ¢ Keluarga yang Memikiki Lansia Bt BKL B 1) 1) % % % [
BA
151 [Promasi Pembinaan dan Peningkatan Als os Keluarga Lansia KETAHANAN
dan Rentan, serta Pusat Pelayanan Kelarga Sejahtera (PPKS) KELUARGA
LANSIA DA
157 |Peningkaton Jejaring Kemitraan ..L_M..H.H...
112 RS Pelayanan B 30% 5% [ 13 % % 5%
53 [Pen Kualias PPKS
13 [Jumlah fasikasi pombinaan BKL dan PPKS yang berkuakitas B EJ EJ " EJ " EJ
154 [Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi BRL dan PPRS
7 [Pemberdayaan  [Meningkatnya TEA20 7O000 T3 TEETS TOEED e IB10 | PUSAT B
ekonomi KPS melalui| 112 PUSKPS UPPKS yang ¥ 6T5% 5% 5% T05% 5% TZ5% TZ5%
kelompok UPPKS [ i
dalam i 21 ? yang menjadi 51% 5340% 5390% S1A0% 54.90% HAR Surva RPN
ber KB Us aha Peni Keluarga Kej: )
6T §akan dan Penk Promasi
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga DREKTORAT
162 |Penguatan Kerjasama dengan Mitra Kerja dalam Pombinaan ERONOSE
Kelompok UPPKS KELUARGA
72 [Persentas o kelompok UPPKS yang mendapat bantuan permodalan 5 582 562 TAZ (75 Wz Datatiasts onlne DITPEMKON)
163 _u!__i.__.!uu.. akses usaha ekonomi keluarga
123 [Jumlah Pembinaan, Mon#oring dan Evakiasi Program Pemberdayaan Ed £ EJ n EJ n Taporan
Ekonomi Keluarga yang berkualitas
164 | inaan, Monitoring, dan i Progs
_m_s....i Keliarga
D [Bidang Advokasi, [Meningkatnya 1680185 | 2003760 | 188195 | 192303 T8 | 1204264 6935760 | BRKEN Fiorias RKP
ot dan MNorma  { TPersentase wanita usia subur yang mengadopsi norma anak ideal STA% B % 0% &% 0% 0% OIS »ﬁmﬂ_zxw%wm::
D2 [Porsentase remaja yang yang mengadopsi norma Usia Kawin ideal = 6% 8% % % % % ADVOKASL, KIE KE)
D3 |Persentase potensial demand % - W% % BI% % a2 DA HEORMAS
DA i i = - 0% F-13 5% 0% % (=)
keputusan
3 [Peningkatan [Meningkatnya 157735 | 1298931 | 1057458 726033 762334 B0.045,1 1662207 | PUSAT ]
|Advokasi dan KIE
Program [EE] dan mitra kerj “advokasi metalui w (3 3 6 3 90 0
media, audiensi, dan KKBPK
KB, dan kepentingan) dan EX] ingan ingkat pusal () 7] o % & 90 L]
pembangunan  |mitra kerja serta maupun provinsi dan kabupaten kota yang terpapar program KKBPK
kehiarga meningkatnya
pengetahuan dan 7T [Pemingkatan Advoket Program KRBPR melaia Meda
pemahaman
masyarakat terhadap 17Z |Peningkatan Advokasi Program KKBPK melakii Wira Kerja
[program KKBPK
73 |Peningkatan Advokesi Program RKBPK melakii Kegiatan
Momentum
[XE] TUS, WUS, remaF gayang Tnformast 7z T 3 78 E] 73 (3
program KKBPK i medi dan dan media luar ADVOHASI DAN
Iuang, terutama media lini bawah (puster, leaflet, lembar balik, banner, media -.:%!.!.__ﬂ..
[tradisional ol
B2 yang iisi pesan program KKPBK w5 67 15 E] 30 50 50
dari berbagai media (Survei RPUMN | (Surve RPN
20U WPUSyg | DS WS yg
onie sitionra KB | Joria tathoora KB
modorn) modam)
74 [Peningkaton promost dan KIE Program KRKBPR melaki Wedia
[Massa Cetak dan Elekironik serta Media Luar Ruang
75 |Peningkaton promosi dan KIE Program KKBPK melakai Media
Lini Bawah
76_|Pengembangan Kebyakan dan Dukungan Advokasi, PromosT
dan KIE Program KKBPK
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PROGRAM SASARAN PROGRAM BRSELME TARGET KINERJA BASELINE
KEGIATAN | (OUTCOMEY SASARAN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSQ) TARGET 2015 2019 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU ot mon! | Lokas: | PR ECNG | O™
PRICRITAS KEGIATAN (OUTPUT) 20m 2014 ms s WB/KL)
ms ame 217 ms 2019 2016 2017 ms 2019 [ELTERIERY
[[t5] PUS, WIS, remaj nformasi 21 391 [CX} 591 69,1 ™1 791
program KKBPK melalui tenaga lini lapangan
133 yang iisi pesan program KKBPK FLX] 391 L] EX) 69,1 LX) LX)
dari tenaga kini lapangan (Survei RPIM
20
77 [Peningkatan promosi dan RIE Program KRGPK melaki Tenaga
Lini Lapangan
7% |Wonitoring, Evakiasi dan Pembinaan Advokasi, Promost dan
KIE Program KKBPK
4 |Peningkatan |Weningkatnya TG0 3 GA2EE 7254 53400 G657 59999 340403 | PUSAT B
kemitraan dengan
dan T14 |Persentase kerjasama antara BRKBN dengan stakeholder dan organisasi EE13 0% % 0% 0% W% W%
imitra kesja dan isasi tingkat nasik i i program
kemasyarakatan KKBPK
[tingkat nasional dan 4.1 [Persentase mitra kerja melaksanakan program KRBPK N 0% % % 0% (1] (1)
daerahyan . -
i} ._..r«.-..% ] peran rrr
o perasional program penggeraidcan
kKB PK 182 |Peni peran isasi dalam
penggerakkan i
83 |Pengembangan Kebyakan, Strategi dan Materi Iformasi Bina EBA HUBUNGAN
Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan ANTAR LEMRAGA
(51} ntah kabupaten dan i komamen 0% dan 511 % 5% dani 517 % 0% W% W%
program KKBPK (kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, sarana Kab/Kota kab/kota
prasarana, dan SDM)
42 [Jumiah Pembinaan, MonRoring dan Evaliasi penguatan Komitmen
Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan Tk Provinsi dan
dalam ional program KKBPK H B H H
84 [Wonttoring dan evakiasi pelaksanaan program KRBPK
diseluruh tingkatan wiayah
5 [Peningkatan [Weningkatnya BE17.1 24197 B 91554 66370 EEE] 73173 512763 | PUSAT N
Pembinaan Lini  [kualitas dan
Lapangan kuantitas [ ab dan Kota i Jumish PLKR/PKE sesuai ratio g F 30% 0% 0% 0% % 0%
ltenaga Penyuluh KB memadai (1:2 ideal)
(PKB/PLKH) dalam [Jumiah SDM Lini Lapangan yang Kompeten 2550 (1 (7] [:7] T (-3 ey
pengelotaan program
KKBPK 15.1 [Persentas e SDM Lini Lapangan yang terampil melaks anakan tupoksi B 10% 0% 0% 0% 100% 100%
91 5 i Kinesja
[SDM Lini Lapangan dan i
9z i dan Sarana ional Lini
Lapangan DIREKTORAT
9% [Peningkatan Kapaskas SDW Lini Lapangan BNALNI
LAPANGAN
115 [Persentase Tenaga PREVFLKD yang mendapaikan seriiiasi sesua dengan | 06675 FLREPKS B W dati | AURdany | A% daijm | 90Uk daipm | 0% daimm DL
lstandarisasi kompetensinya D31 S1/52pada PKETLKB PBALKB PRBIALKE PREPLKE PKEPLKB
‘et 2018
57 [Persentas ¢ PRBPLKB yang tersertikast B B 0% (1) % 100% 0%
i T4 [Pemyrimggaraon Sertikos  Tenaga PREFLRS
(%5 Tasikitasi Peni i KKBPK | 33 provinsi 100% jml 100% jmd 00% jrol 100% jmd 00% jml | 100% gnl provinsi
di Lini lapangan provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi
53 [Jumlah Fasiliasi Pembinaan, ing dan Evahiasi E7) £} £} £l E ) £l £}
Lini lapangan
195 [Pembmnaan, Monitori i Lini
[
Penyediaan data | Tersedianya Sistem 1680 275807 00791 66500 69825 7316 590239 | PUSAT N
dan informasi | Infomasi Keluarga
program KKBPK | program KKBPK 116 [Jumizh data dan informasi program KKBPK yang tersedia secara cepat, 3 L 7 7 7 7 7
berbask Tisehagai [tepat, akurat, dan bermanfaat berbasis teknologi informasi
pusat data informasi 6.1 |Indeks kepuasan pemanfastan data dan informasi KKGPK (olch mitra | 1 dariskalad | 1 daskalad | Z daiskala3 | Zdariskalad |3 dariskalad | 4 dariskalad | 4 daiskalad
BIKBN keri internal BKKBN, i
tja, 3 gl
701 [Pengembangan kebgakan StandaisasiData dan Informasi
[Program KKBPK
A7 [Data dan i Statistik Rutin yang ds e ona
203 |Peningkatan Kualitas data molaki Penguatan Sstem STATISTIC
Pelaporan dan Statisti Rutin oL
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ALOKASI (JUTA RUPIAH) INSTANSI
PROGRAM SASARAN PROGRAM BASELINE TARGET KINERJIA BASELINE TOTAL AL OKASI PENANGGUNG | PRIORITAS
No.| KEGIATAN | (OUTCOMEY SRSMRAN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSQ) TARGET 20152019 ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 201552010 | LOKASE | P Ry i
PRICRITAS KEGIATAN (OUTPUT) 20m 2014 ms s WB/KL)
ms ame 217 ms 2019 2016 2017 ms 2019 [ELTERIERY
[Humiah mitra kerja yang dan 76 % % % %6 % 130
pemanfaatan data dan informasi program KKEPK
16 Jumiah yang kempeten data dan Wsorang | Wiorang | Wlorang | G91orang | 591orang | 591 orang 7955 orang
informasi program KKBPK
62 [Jumiah Pembinaan, monitoring dan evaluasi, s erta fasikas) O 1z () 9 () 9 7z
Pengelolaan Data dan Informasi yang berkualitas
701 [Peningkatan kompetensi pengelola dalam pengelolaan data
dan informasi
705 [Wonitoring, Evaizsi dan fasiliasi Pengelolaan Data dan
Informasi
17 [Penyediaan [Tersedianya layanan 5350 TI7778 65430 70010 78507 87425 B20747 | PUSAT (]
[Tekmologi, Sistem Teknologi
informast dan |informss: dan 117 [Indeks Kopuas an Layanan terhadap pemantadian STIC Tanisan 15 | Sdmisiiais | Sdmsmiats | Shawisih 15 | ddmisiiais | ddwiskais | ddwsam i Priceitas RKP
. mas! 4o (Pengrtan
[ 171 [indeks Kepuasan Layanan terhadap pemantaatan ST Fdmiskiald | Gdmiskdald | Ghdaiskda 15 | Adwiskaals | 4dwiskda 15 4 dart kata 15 regulasi,
program KKBPK Ialermbagom,
ikl STIK seta dora dan
717 [Pembangunan dan Pengembangan S&tem Aplikasi dan Bank TEKNOLOGL, frdormasi)
Data
713 |Penycbaruiasan Layanan Informasi dan Dokumentasi Program DOKIMENTAS
KKBPK DITTFDOK)
172 Informasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
AL [Peni T pengekla
715 [Monitoring, Evakiasi dan fasiliasi Pengelolaan Data dan
Informasi
8 [Pengelolaan erlaksananya Program KRBPK Provinst TDGI09 | 1213213 | 149143, | 13262506 | 10925715 | 14622002 GH005009
Program [Program [ | Biiang DALDUK Provinsi 01600 288702 EEEE] 619380 650349 66,2665 2641065 | Provist N
1€ [Jumiah nkrons asi an) kebyakan daerah | B Awes = Stpowns S prow 34 provins (B | 34 prownst (100% | 34 provna
Keluarga Keluarga Berencana = etantias _.!n....__.r diseluru tingkatan dor jumioh dor jumish dar jumish dar gumiah dar jumish Jamiah ke lora)
dan  (dan B Yabioa) Ko tabora) abiota) tabora)
Kelsarga Provinsi [tingkatan wilayah 181 i i dan 7% Kabitiota | 8% Kabfiota | %00% Mablota |  100% KabAtota
|strategi pengendalian penduduk (Grand D esign, Profilparemeter dan
Proyeks i Penduduk)
221 [Sinkroni asi kebijakan dan stralegi penetapan perencanaan
|
227 |Penctapan profil (parameter dan proyehsi) penduduk Tk,
KabupatenKota
(] yang AnadlsE Dampak 110 Kab/Kota | 110 Kab/Kota | 110 KabKota | 330 KabKuta
i kebjakan E“.!in.. .
berwawasan kependudukan EDANG DALDURK
753 T Kebyakan 7 CH RO
_=u_..._.m.n.= Kota
83 [Jumiah pembmaan i Tpendi W EL 3 EL £}
Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)
221 [implementasi pendidikan kependudukan di Tk, Provirsi dan
Kabupaten/Kota formal, non formal, informal)
184 [Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang £l E) £l n
Pengendalian Penduduk
225 [Penn Kemiraan dalam B
penduduk
726 |Bimbingan Teknis, Monoring dan Evaluasi Pengendalian
Penduduk
Bidang KBKR Provinsi ME37EE | 2293976 | 4181841 29045 25097 B2 THEG2132 | Provest N
W18 [Calupan pembinaan kesestaon ber KB dan peningkatan kualias pelayanan s (100% | 34 prowinss s Fprovns | S | 34 provns (100%
KB yang s esuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan i jumian (0% ciari | ciani jumtah (0% dari (0% dari in
hwilayah abiota) Jumiah kabACots) Jumish | pamich kabCots)
Iabiota) FabiGota)
85 [Jumiah penggerakan pelayanan KB MKIP T WP = Adond
3 Users (PA =
(335.444), 1150000 ‘tambahany 740000 2350.000
komplkasi berat
.J» iy 965000
pencaburan
impfan dan
kegegatan
ey
Z30_[Penggerakon dan pemantapan kes ertaan ber-B WKJP
T31_|Pelaganan Pencabutan mplant




ALOKASI (JUTA RUFIAH) INSTANS!
KEGIATAN | (OUTCOMEY SASARAN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSQ) TARGET 2015 2019 ALOKASU PRAKIRAAN MAIU ot mon! | Lokas: | PR ECNG | O™
PRIORITAS | KEGIATAN (OUTPUT) 201 2014 05 s WB/KL)

ms ame 217 ms 2019 2016 2017 ms 2019 [ELTERIERY

PROGRAMI SASARAN PROGRAM BASELINE TARGET KINERJIA BASELINE

856 [Jumiah penggerakan pelayanan KB dan KR di Dacrah Tertinggal, B ] 3 3 3 3 3 Porwaidian
Perbatasan dan Kepulauan teriuar (TPK), wilayah miskin perkotaan i i ¥ i ¥ i BKKEN Provinsi
dan sasaran kiwsus nikab niab Kab niab nfab ab {EDANG KEXR

PROV)
737 [Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di di

Dacrah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terduar (DTPK),
|wilayah miskin perkotaan dan s asaran khusus
87 [Persentas e Faskes dan Jejaringnya (dichuruh Gngkatan wilayah) yang B A B3 57z 7 [
i dan ikan pelayanan KBKR s csuai

ng:
dengan s tandarisasi pelayanan

733 [Faskes KB yang
pelayanan KB sesuai dengan SOP dan keschatan reprodulsi

128 yang i dan kenseling - ) 2% 7% 6% 85% 5%
/dan hak hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota

N:_u!m._urli..-._.._im=ﬁ!l!._!_.*_u.r=ia%_n:=
[Provinsi dan Kab/Kota
189 Jumiah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan - 100% KabXota 100% 100% Kab/Kota 100% 100% Kab/Kota| 100% Kab/Kota
Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota Kab/Kota Kab/Kota
735 [Pembinann, monkoring, cvaluasi dan fasditas] KEKR i
Kabupaten dan Kota

-48-

Bidang KSPK Provinsi 252576.2 T67 434 2 1896268 TE5 6717 T73.955 2 TEZE530 BI95405 | Provast N

W18 [Pombinasn Kelumga Sejahtera dan Pemberdayaan Kekiarga Gscluruh T Prow dan 517 | T vov dan 547
tingkatan wilayah Kab/Kota Kabitota Kabiota Kabhiota Kabiota Kabota KabiKota

1810 [Jumlah Taksasi dan diseminasi kebij T Prov dan 514 | B Provdan 514 | A EJ E]
Sejahtera Keluarga) KabiKota Kabftota Kabftota Kabota Kabtiota Kabiota Kah/Nota
diseluruh tingkatan wiayah
240 [Sosialsasi dan diseminas] kebjakan Keharga Sejahiera dan
18.11 [Porsentas ¢ Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BRE B B B T 0% T T00%
Holistic Integrative
741 [Fasilitasi Penguatan dan pembinaan BKB

BKKBH Provinsi
812 yang i B B B 100% 0% 100% 0% (BIDANG KSPK
(PIK.RM dan BKR) PROV)

242 [Pembinaan PR di Provinsi dan K abupatenf ota
213 _|Pembinaan kelompok BRR

813 yang naan BKL B B B 100% 100% 100% T00%
744 [Pengembangan dan pembinaan kelompok BKL
814 [Porsentas ¢ Kabupaen/Kuta yang melaksanakan pembiasn PER dan B B B TR 0% T 0%
pembentukan kelompok UPPKS
245 _[Pembinasn kelompok UPPKS dan . K

18.15 Jumiah Pembinaan, Monkoring, evaluasi dan Fasiltasi kegiatan B B B E) 3 E) E]
Bidang KSPK
246

Hitesi kegiaton Bidang
_=m_.: i dan Keta

Bidang ADPIN Provinsi 239327 0 7766253 530.155 5 7057445 7410317 7760833 35316404 | Prowmst N
i [1] 30% 45% 0% 0% 0% 0%

A8

[wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE

18.16 |Jumiah i dan i i iy i i - - - 34 3 34 £

advokasi dan KE pembangunan KKEPK

250 [Pembinaan dan sosialsasi kebijakan, strategi dan matert
advokasi dan KIE pembangunan KKB

18.17 [Jumiah informasi KKB PK i i i

dan elektronik, media kiar ruang dan seni dan budayatradisional

751 [Penayangan mformasi RKEPK melakil berbagai media cetak
dan elektronik, media luar ruang dan seni dan
budayatradisional

252 |Pelaks anaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen
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ALOKASI (JUTA RUFIAH) INSTANS!
PROGRAM ‘SASARAN PROGRAM BASELINE TARGET KINERJA BASELINE
N TOTAL Al OKASI PENANGGUNG | PRIORITAS
lo.. KEGIATAN (OUTCOMEY SASARAN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARIBSQ TARGET 20152019 AL OKASI PRAKIRAAN MAJU 2015 5.4 2019 LOKASI JAWABS 1]
PRICRITAS KEGIATAN (OUTPUT) 20m 2014 ms s WB/KL)
ms ame 217 ms 2019 2016 2017 ms 2019 [ELTERIERY
VA8 |Persentase petugas lini lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat Dulungan W% dai 22481 100 100 100 100 100 100 Perwakdm
Opesasional program KKBPK PLKBPKE BKKEN Provinsi
{BIDANG ADPN
18.18 [Jumiah Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra - 34 31 34 3 PROV)
kerja di setiap tingkatan wilayah
253 [Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi mitra kerja di
|setiap tingkatan wilayah
18.19 Jumiah i E i dalam 34 31 34 3
pelayanan dasar masyarakat
254 | i i
dasar
255 |Wonitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme operasional
dan implementasi kegiatan Bidang ADPIN di Lini Lapangan
VL18 [Jumich wilayah yang mendapaikan dukungan pendampingan kemitraan  [13 prow dan497| 33 provdan | 34 provdon | 34 provdan | 34 provdan | 34 provdan | 34 provdand7
dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah kab/kota 511 kab/kota | 547 kab/kota | 547 kabkota | 547 kab/kota | 547 kabkota kab/kota
¥ dan mi 0% 0% 0% 0%
|program KKBPK
56 i dan mi
implementasi program KKBPK
'VIL18 |Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi o o o Jemi o e Jemi
informas & infomasi & infomasi & informas & infornas & informas & informasi & seiap
sefiop prov stioppov | slipprov | scimpov | solipprov | soiop prov | poov ko, RR)
(keluaga, RR) (keluarga, RR) | (kefuarga, RR) | (eehuaega, RR) | (keluarga, RR) | (eeluaega, RR)
1821 [Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi B B B n E] n E)
757 |Peningkatan pengelofaan data dan informasi program KKBPK
di provinsi
E i Tualitas dan sistem
informasi kependudukan dan keluarga
T [Program ersedianya G6610,8 | 636305 | __ 6993929 | __ 7607533 | 29071909 | 30525605 GOZI 2182 | BRKON
dan Dalam | 1 [umiah produk hukum dan kebijakan yang dapai dpergunakan s chogar T T T 1 1 1 L
|Pel aks anaan Rangka dasar penguatan pelalsanaan program pengendalian penduduk dan KB
[Tugas Tekmis Penyelenggaraan
lainnya BKKBN | Program KKBPK Z [Tngkat opini laporan keuangan oleh BPK WP WP WP WIP WP WIP WiP
3 [Jumiah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada 5 3 3 3 3 5 5 :m_.%...nu.i-:
kerangka f terpadu DAN KELUARGA
dan berbasis kinerja
4 karir Aparatur Sipi Negara (ASN) 5% 2% E2] (2. % 6% % NASIONAL
(yang i i standar i SDM (BKKEN)
SDM SDM SDM SDM SDM SDM
5 [indes B 3 dari skata 14 |3 dari skala 1- |3 dari skala 14 |4 dasiskala 1- |1 dari skala 14| 4 dariskala 14
dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 4 4
6 |[Jumiah Dukungan § program KB 1 prov 33 prov 34 prov 3 prov 3 prov 34 prov 34 prov
lserta dan Kesej Keluarga di Provinsi
E [Selretariat Utama |Terwujudnya 1300946 18447956 179.094,5 176 409,0 18532294 194.4909 919.7034 | BKKBN
mansjemen dalam | E-1 |Tersedianya landasan hulum dan kebijakan yang sinergi dan harmons PPOZI2INE | Perpres tentang |Pespres tentang | Peraturan Poratuan Parawan Papres tntang
e bidang KB dan bidang tentang pedoman pedoman pedoman
program KKBPK lainnya tevkail dengan | tedkait dengan | terkait dengan peldcsanaan
P, KB dan kependudukan | kependudukan program progeam program Pengendalian
Sistem informasi dan dan Penduduk dan KB
eluanga) pembangunan | pembangunan ‘sataperatwan
eluanga eluanga perundangan teriast
Program KKBPK
SEMRETARIAT
FZ |Persentase unil kerja yang melakukan tata kelola keuangan dan BMN yang 0% T00% % T00% UTAMA
memenuhi standar kepatutan (SESTAMA)
E3 |Persentase uni keija BRKBN yang melakukan perencanaan program dan T00% T00% 0% T00%
anggaran i dengan
nasional
E4 |Persentase pemetaan ASN BKKBN yang sesuai dengan standar kompetensi 100% 100% 100% T00%
E5 pelayanan & protokol, administrasi dan 100% 100% 100% T00%
pengelolaan sarana & prasarana yang sesuai dengan standar
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ALOKASI (JUTA RUFIAH) INSTANSI
PROGRAM SASARAN PROGRAM BASELINE TARGET KINERJIA BASELINE TOTAL AL OKASI PENANGGUNG | PRIORITAS
No.| KEGIATAN | (OUTCOMEN SASARMN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSQ) TARGET 2015 2019 ALOKASU PRAKIRAAN MAIU ot zaty | LOKASt | PE %
PRICRITAS KEGIATAN (OUTPUT) 20m 2014 ms s WB/KL)
ms ame 217 ms 2019 2016 2017 ms 2019 [ELTERIERY
19 |Penyediaan dan | Tersedianya 53326 65000 94192 77000 60850 54893 121935 | PUSAT ]
Sinkronis asi Landasan hukum ___ ___
Landasan Hukum |dan kebijakanyang | 119 [Jmiah Peraturan Perundang Undangan yang terfasilias! dan Fasiitast T T T 1 1 1 T rorwacRKe
dan Kebjakan  |dapat di dan KB di R
" \etembagam,
dan KB, serta penguatan 19.1 [Jumlah regulasikebijakan program KKBPK 10 10 5 F: wﬂ..uhu!._!
- 1 [Penyedizan reguavkebyakan dan materi hukum, organtsasi
Organisasidan  |program KKBPK J—
|Tatalaksana don hurmes ORGAMSAS DAN
92 [Tumiah pefaksanaan pembinaan, monftoring dan evaluasi dalam EJ " EJ 3 oS daionny
[penataan Hukum,Organisasi dan Humas
FZ [Pembinaon dan fasiltast kehumasan BRKBR
03 |Pembinann dan fasiltasi kasus hukum yang sesuai dengan
peraturan perundang. undangan yang bertaku
04_|Wonfioring, Evakiasi dan Pembinaan kelembagaan bidang
pengendalian penduduk dan KB di daeroh
70 |Pengelotaan [Terwajudnya ELET] 273000 6216 ELE 506825 95365 751910 | PUSAT KL
dan BMN keuangan dan EMN | 120 [Persentase Laporan Keuangon & EMMN yang dapat diselosakan tepal waklu, 0% 0% 0% T00% T00% T00% T00%
lyang akuntabel akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan
“"....._._H."_inﬂﬂﬂi 701 [Jumlah salker yang melaksanakan (ata kelola keuangan dan DMN (7] (73 (7] (73
‘gkat op! |sesuai Standar Akuntansi Pemesintah (SAP), Sistem Pengendalian
Internal (SP) dan peraturan perundang undangan
AT [implomentasi Pengeloloan Keangan Scsual Sistom Akuntanst
instansi
2 Satuan Ketja yang 0% 00 % 0% W% W% W% 0%
dengan tingkat
12 [Pengeloloon Administrasi Keuangan DAN
3 o Barang d 0% 0% W00% T00% 0% T00% T00% uml..-a.maﬂslbh.z
peraturan perundangan
FF [Pemn 7 Barang/Jasa olch ULP
04 [Porsentas e Barang Inventars Torcatat pada SIMAK BN disemua 0% 0% 0% 0% 0% 0% T00%
[tingkatan yang kredibel
[F7%_[Pengsiotaan BRR
% | T
205 [Jumiah Pembinaan, ng dan Evakiasi Keuangan |42 Satuan kerja 47 Satuan ketja| 4Z Sawan | 42 Sawan | 4Z Sawan kega
dan BMM yang dilaksanakan kerja kerja
EL3 inaan, Monftori Keuangan
_._! BMN
71 [Penguatan [Teraksananya EREER] G022 B3 G G025 TEIEE TIBT63 | PUSAT KL
Program dan brogram dan [TZ7 [Jumiah Perencanaan Program dan Anggaranyang mengact pada T 3 3 T T T T
\Anggaran anggaran yang n kerangka ¥ terpadu
mongacu pata dan berhasis kinerja
pendekatan kerangka 777 [Jumlah unk csclon Il pusa dan provins] yang merencanakan program 73 &2 73 3
pengeluaran jangka dan anggaran yang berkualitas
menengah, 71 7 = anggaan
penganggaran P »
lterpadu dan berbasis [yang yang dap:
kinesja 27 i T3 Yang torsedia topal wakiu,
lengkap, akurat berbas & Teknologi informasi
E7E] KB (PP PA/PE) dan KS o
E23 ? program yang frengace PERENCANARN
|rcte iy o BREN)
| hoksti, terk { tematik don spasisf
5 [Peningkatan keordinasi kerjasama Luar Hogeri dalam
mendukung KKBPK
E73 i BKKEN dan ssehon
card eselon B, I8 dan IV
712 [Jumiah unk eselon [l pusat dan provinsi yang melaks anakan program [7] 62 [7] &
dan i dengan dokumen
27 [Wonitoring dan Pembinaan Perencanaan Program dan
|Anggaran program KKBPK
2% [Evalusi perencanaan program dan anggaran
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ALOKASI (JUTA RUFIAH) INSTANSI
PROGRAM SASARAN PROGRAM BASELINE TARGET KINERJIA BASELINE TOTAL AL OKASI PENANGGUNG | PRIORITAS
No.| KEGIATAN | (OUTCOMEN SASARMN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSQ) TARGET 2015 2019 ALOKASU PRAKIRAAN MAIU ot zaty | LOKASt | PE %
PRICRITAS KEGIATAN (OUTPUT) 20m 2014 ms s WB/KL)
ms ame 217 ms 2019 2016 2017 ms 2019 [ELTERIERY
ZZ |Pengelolaan [Meningkatnya 52136 80543 79956 70100 73605 77285 3.1492 | PUSAT KL
don dan |axdmin 127 [Perser SDMW Aparatur Sipil Negara yang Optmal 00 W W 00 00 00 00
SumberDaya  [waktu dan ZZ7 [Indels kepuasan ASH terhadap pelayanan kKepegawaian T6kaailh) |3 6kaall) | dGkaaly) | 4 Gkaald)
Manusia Aparatur
|Aparatur yang T [Penyediaan dokumen perencanaan pegawa yang berkualas
kompeten
E<3 i profil kekuatan
|ASH BKKEN
E<H] jemen ASN dalam menjamin sistem merit
B kerja isasi dan KEPEG AW
disiplin pegawai BPEG)
(7] Pelayanan Administasi san yang Efeldd dan Efisien El & 0 a0 %0 00 00
222 [Jumloh fasikasi Pengelokan Adminttrasi Kepegawaian dan 34 (lpusal, 33 |34 (ipusal, 33 | 34 (Ipusal, 13 | 34 (psal B
Pengembangan Sumber D aya Manusia Aparatur prov) prov) prov) prov)
T35 [Pengelolaon Administrasi Kepegawaian yang akurat dan tepat
[waktu
T36 [Penyediaan data ASN BKKBN yang akurat dan terkini melalui
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SMPEG) BKKEN
T37_|Pelaks anaan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Wotivasi
lasn
=z T0ZA222|  T3E0Z0| 1327328 13990 TETETE0 TEG 90 TTOEE3E | PUSAT KL
173 |ndeks Kopuasan Polar. Skak3(14) | skak3(14) | skala3 (10) | skakd (19) | skaad (1) | skaad (14)
731 [indeks kepuasan teshadap pelayanan kerumah tanggaan Skala3(14) | skal3(14) | skala3 (1-4) | skalad (14) | skalad (1) | skalad (14)
fyang cepatdan  |dan pemeliharaan 01 __u!.__u_a.u.. ‘903, uang makan dan tunjangan Kinerja
P:
perkantoran T |Peningkatan Eualkas peloyanan Kerumah tanggamn
123 |Indeks = Sarana Prasarana Skala3(14) | skal3(14) | skala3 (1-4) | skalad (14) | skalad (14) | skaiad (i4)
732 [Indels kepuasan teshadap pelayanan pengelolzan sarana dan skala3(14) | skala3(14) | skala3 (1-4) | skakad (14) | skaiad (14) | skalad (14)
lprasarana perkantoran
WZ [Pent Cakupan fonal dan
Pemeliharzan Perkantoran
FAZ [Pengelolaan s arana dan prasarana perkamoran (0uiput 951) [—
23 Indaks ay Enistrast dan skala3 (14) | skala3(14) | skala3 (14} | skalad (14) | skalad (1) | skalad (19) L]
733 [Indels kepuasan terhadap pefayanan administrasi perkantoran, Skak3(11) | skak3(14) | skala3 (1) | skakd (19) | skaad (1) | skaad (1)
keprotokolan dan keamanan
EZH] inistrasi umum
A4 |Peningkatan kualias pdayanan keprotokokan
5 |Pemingkatan kualias Pelayanan Keamanan Kantor
346 |Peningkatan kualitas polayanan admmistasi umum
734 |Jumiah fasikasi, pembinaan dan evaluasi 1z iz 1z iz
T [Peni i fioring dan
F gram DKM Pravinsi 242 HIB6IH|  AW2W03 | W23M3I | 27219615 | 28560598 TAWSIEE
oo di dal ] TEZAZ|  IETD| G863 | G9I3M3| 27219615 | Z855E96 704545 | Pravimst KT
i am
Perwakilan Program [ 128 G Provins (fenmasuk gl01 dan £ 5| ) 3 £
BKKBN Provinsi  [Kependudukan, KB, rutinZ) Prov Pov MPov Prov HPvow Prov Prov
dan i} 747 [Persentas ¢ ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawa 00 W W 00 0 00 00
arg ) di} 0 ilan BKKBN Provinsi)
Provinsi
1 [Pelaks anaan Pembayaran gaj, vang makan dan funjangan
kinerja Perwakdlan BKKBN Provinsi
242 [Jumizh . 2 1z 1z 12 2 12 1z
w7 |
Z43 [Jumiah jomen di Provinsi dan 2 iz iz 1z iz 1z iz
BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)
T Provinsi (BIDANG
51 [Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran
program KKB PK m_.nﬂu.:!
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ALOKASI (JUTA RUFIAH) INSTANSI
PROGRAM SASARAN PROGRAM BASELINE TARGET KINERJIA BASELINE TOTAL AL OKASI PENANGGUNG | PRIORITAS
No.| KEGIATAN | (OUTCOMEN SASARMN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSQ) TARGET 2015 2019 ALOKASU PRAKIRAAN MAIU ot zaty | LOKASt | PE %
PRICRITAS KEGIATAN (OUTPUT) 20m 2014 ms s WB/KL)
ms ame 217 ms 2019 2016 2017 ms 2019 [ELTERIERY
F57 |Peningkatan kualitas kompentensi pegawai
53 [Pengelolaan kevangan dan barang mik negarayang
[akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan
51 |Peningkatan pelalsanaan NSPK dan pengelofaan organtsast
dan tatalaksana
£ i prasarana
6 [Pen Tualia provinsi
MONEV)
W [Program [Weningkatnya 53699 11690 T6.686.1 75000 184800 (EXIIY ) ©3.799,1 | BKKBN BADAN
& it ———— — — — — KEPENDUDUKAN
i o T |Persentase Temuan Penyimpangan Stralegss Dalam Pelaks anaan % (dai W | 20% (G salket [15% 0% (Ganl Salkex | 5% (Gan satiax | 0% (dan saiker |0 % (Gan sk yang DAN KELUARGA
|Akuntabilitas Program KKBPK Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit sitker yang & yang axst | yangdauet | diadt ekstemd) BERENCANA
|Aparatur BKKBN aitelstemd) | elstemal) elotems) clestemal) elatemsl) chestemal) .u.!m_n...iajr
7 [Jumidh pengawasan dan peningkaton akuntabiitas aparatur disaiker T Prov T prov Hprov Hprov Hprov Fprov Hprov
Perwakilan BKKBM provinsi
T [Inspektorat Utama [Meningkatnya 53693 0000 31950 TIE000 TAZ00 T 06910 | BKKBR
efekiifitas, efisiensi, [———
b T [Porsentase penurunan temuan ekstemal 33 L3 13 0% (13 BY
FZ UnitKega Yang Mencrapkan Sistem Pengendalian intem 5% 0% (13 0% E:13 B
anggaran Pemerintsh UTAMA (RTAMN
(=] Satuan 33 0% E13 0% £33 L3
[Wayah
75 |Peningkatan [Tertaksananya 15470 32000 T804 14335 16552 18879 213370 | PUSAT KL
intem | 125 [Jumiah laporan hasil pengawas an pengelotan program KKEPK diwiagah | | 14 Satker T Satker T Satker TASaker | 1 Satker | 1 Satker 4 Saker
program KKBPK  |yang efektif dan
wilayah | efisien terhadap 25.1 [Persentas ¢ penurunan temuan audit intemal wilayah pengawasan [ 5% 0% E13 50% [513
pengelotaan program
KB PK di wilayah | F61 [Kebyakan dan Strateqi Pengawasan program KKBPK
T6Z_|Pelaks anaan Pengawasan Intem Program KKBPK Waayah
Pengawasan|
B2 eija yang Sistem =% 0% 13 0% £33 NSPEKTORAT
Pengendakian Intern Pemerintah (SPIF) LAY AH | T
63 [Pemingkatan dlokiiitas penydlenggaraan SPP "
753 [Porsentasc unkkerja yang mendapatian Tasiktast pembangunan =% 0% E13 0% 13
[Zona Integritas wilayah bebas dasri korupsi
364 __u!m.____i! Tata Kelola Pemerintahan yang Bersh
754 [Jumlah fasikasi pengawasan pengelolaan program KKBPK diwilayah T4 dok T4 dok 4 dok T4 dok 4 dok
1
365 [Wonitoring, Evakiasi dan [asilAasi pengawasan pengelolaan
[program KKBPK di wiayah |
7 |Peningkatan [Teraksananya 19575 29000 Tma7 EFEEHS 75552 I8 211613 | PUSAT KL
intem | 126 [Jumiah laporan hasil pengawas an pengelofaan program KKEPK diwiayah Il | 14 Satker 4 Satker 4 Satker A Saker | 1Saker | 1 Saker 4 Saker
program KKBPK |yang efektif dan
wilayah I efisien terhadap 761 ‘temuan audft i Aty m T5% 60% % 0% (513
pengelotaan program
KKBPK di wilayah Il _ .
371 [Kebyakan dan Strateql Pengawasan program KKBPK
37Z |Pelaks anaan Pengawasan Iniem Program KKBPK Waayah
Pengawasan i
%2 keja yang Sistem 5% 0% E13 90% £33
Pengendaian Intern Pemerintah (SPIP) -l.._.:._-_.- T
EE] _ui_m._u_il. fekiiitas penyelenggarasn SPP
%3 eija yang Tasilitast To% 0% EL3 0% 13
[Zona Integritas wilayah bebas dasri korupsi
2z __u!m._u_i! Tata Kelola Pemerintahan yang Bersh
264 [Jumiah fasikasi pengawasan pengelolaan program KKBPH diwilayah 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
n
375 [Wonftoring, Evakiasi dan Tasilkasi pengawasan pengololaan
[program KKBPK di wilayah Il
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ALOKASI (JUTA RUFIAH) INSTANSI
PROGRAM SASARAN PROGRAM BASELINE TARGET KINERJIA BASELINE TOTAL AL OKASI PENANGGUNG | PRIORITAS
No.| KEGIATAN | (OUTCOMEN SASARMN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSQ) TARGET 2015 2019 ALOKASU PRAKIRAAN MAIU ot zaty | LOKASt | PE %
PRICRITAS KEGIATAN (OUTPUT) 20m 2014 ms s WB/KL)
ms ame 217 ms 2019 2016 2017 ms 2019 [ELTERIERY
77 |Peningkatan [Tertaksananya Ta%4 29000 17199 730 19697 5218.1 726707 | PUSAT KL
inten | 127 |[Jumiah laporan hasil pengawas an pengelotan program KKEPK diwiagah 1| 14 Satker WSatker | 1 Satker TASaker | 1 Satker | 1 Satker 4 Saker
program KKBPK  |yang efektif dan
wilayah I8 efisien terhadap 771 [Persentas ¢ penurunan temuan oudit intemal wilryah pengawasan I 5% 0% % 0% &%
pengelotaan program
KKEPK di wilayah Il _ .
31 [Kobjakon dan Stralegi Pengawasan program KKBPK
Z [Pelaksanaan Pengawasan Iniem Program KKBPK Waayah
Pengawssan I
7z Keija yang Sistem 5% 0% (13 90% £33 INSPEKTORAT
Pengendakian Intern Pemerintah (SPIF) [ v T
K5 __u!m._u_ii. lekifitas penyelenggaraon SPP -
73 keija yang Tasilitasi 33 0% (13 90% £33
[Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi
X __u!m._u_ii. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersh
Z7A [Jumiah fasikasi pengawasan pengelolaan program KKBPK diwilayah 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
n
05 [Monitoring, Evahiasi dan fasilAasi pengawasan pengehlaan
[program KKB PK di wiayah IIl
78 |Peni i iktas Provinsi B 2698 EX K] 10000 17000 T4100 87301
ZEZD EXEIR] 10000 1700 E¥ L] TB.730,1 | Prowinsi KL
“.su_.-_.-uhim.! dif pengowess ldinnya 136 [Jumiah dan pens Titas aparatur di 3 3 E') L ) L E')
erwakilan i provinsi insi
BKKBN Provinsi [ Provnsi (BIDANG
Z81 [Jumlah peni 7 E3 £ ] £} EJ £} ] PENGAWRSAN
[ZIWBK ROV
390 [Peni Tasilitasi dan
peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi
WV [Program [Meningkatnya FMATE1 | _ 265884 | _ 7539538 | _ 7960111 | _ 3108117 | __ 36322 14523172 | BRKBR RAOA
Palatihan, Kualitas SOM el K— — —— h— h— l— HEPENDUDUKAN
peneliiandan  |Aparatur 1 |Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional ETEL] 6% DM 7% DM % SOM 90% DM 0% SOM | 100% SOM Apara DAN KELUARGA
lserta Kerjasama | Program, Kerjzsama | _|Jumiah Lombaga Dikiat yang terakrogiast T T T T T T 5 MASONAL
i . 3 [Jumiah kesjasama bilaioral dan multicteral, lembaga penelitian dan T Z Z 3 3 ] oy
BKKBH g tinggi dalan dan luar negesi di bidang KKBPK
roaram KKOPK T [Indeks Kepuas an hasil diklat nasinal dan mtemasional, pencitian dan T (dari kaka 1- | 3.1 {dasi skaka | 32 (dariskala [3.3 (dari skaka | 37 (dari skala 38 (dariskala 14)
prog: KB, KS dan '] 14 14 14) 14
5 [Jumiah pelaksanaan kegiatan pelatian, penelitian dan pengembangan di T prov T prov T prov S prov Fprov 3prov T prov
Provinsi
G [Bidang Pelatihan, (Meningkatnya NIMZ A2 T936T | 1BBAN| 1392673 | 1420307 538638 | BKKBN
penchition dan  [kualitas pelothan __ _ PELATHAN,
Pengembangan  |dan pemanfagtan | G-1 [Persontase pemanfaatan hasd ponclitian dalam penentuan kebyokan = 77 77 0 o a7 a7 PENELITIAN DAN
i jian untuk program KKBPK PENGEMBANGAN
Py = {(LATBANG)
&2 tenaga yang teriath 5% 0% 5% % % E13 £113
G3 | Jumkah negara pengiren peserta program pelatihan itemasional 2 16 18 19 20 2 2
GA |Persentase pegawai yang telah terpenuhi haknya mengikutl pelathan kempeti  55% 1% 1% 1% 7% (723 %
[G3 [Jumiah Balatbang dan UPT. Bala Dihatyang Torakieditast T T T T T T 5
T20570 pisze) 295 ZAT522 piEeE] TEITE TITEIT5 | PUSAT KL
pelatihan Bidang |dan pelatihan SOM | 129 [Persontase SUM Tonaga Pegawal DRKON dan Tenoga Program Meningkal 13 0% 5% % % wWE £113
Kependudukan, |Aparatur Kualitasnya
KB serta dan B SO Tenaga Pegawa dan Tenaga Program yang % 0% 5% % % (13 (113
“u.l..n....i_ dan KB imengikuti pelatihan
=H.maniﬁ.. 701 [Dikiok Prajabatan dan Dikiat Kepemimpinan
A7 [Pendidkan Jangka Panjang Bantuan Tugas belajar STUT,
Beasiswa S2 dan 53)
T ; PUSAT
03 |Diktat Fungsional - oA
401 [Dikdat Tekns gt
292 [Jumich Balalbang dan UPT. Bala D idat yang tarfasMast untuk B T T 1 1 1 5 1GEPK GULATY
akreditasi
A5 [Standars =1 Bambang dan UPT Dala DIt
406 _|Kebgakan Dikiat don Strategi Dikiat (Pedoman, Kurikulum,
[ModulMateri dan Wedia Pembelajaran);
[ Akreditasi Dikiat
E (Tejaring 7
A9 [Wonftoring, Evakrasi dan Pelaporan Pendidian dan Pelatihan
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ALOKAS! (JUTA RUPIAH) INSTANSI
PROGRAM SASARAN PROGRAM BASELINE TARGET KINERJA BASELINE TOTAL AL OKASI PENANGGUNG | PRIORTAS
KEGIATAN | (QUTCOME) SRSARAN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARIBSC) TARGET 20152019 ALOKAS! PRAKIRAAN WAIU s oam | Lokast | PO 5
PRIORITAS KEGIATAN (OUTPUT) 2m 2014 2015 s WB/KL)
a5 16 217 218 219 2016 2017 218 2019 EELRRSON
Pengembangan | Meningkatkan SOM 58825 83137 86783 40000 147000 154350 711270 | PUSAT KL
Pelatihan dan | Aparatur dan mitra
erfasama \erja yang mengikuti | 130 [JUmiah SOM Aparatur yang Meningkal Kualiasnya Wela Program F) a0 a0 a [0 a0 70
i idican dan Pendidikan ke Luar Negeri
bidang pelatihan F0.1 [Jumlch SOM Aparatur dan Wilra Ketja yang Mengikuts Pendsikan dan ) [ T T 55 ] 75
i Pelatihan Luar Negeri
dan KB i 111 |Peningkatan SDM Aparatur/ Mitra kerja melakii Pendidikan S2
Intemasional i
dan 53 Luar Negeri .
2 [Jumiah PejabavStaiMitra Ketja yang Mengirt Kegiatan Short PELATHANDM
[Training and Courses Luar Negeri KERJASAMA
213 [Jumlah PejabatStal/Mitra Kerja yang Menjodi Pembicara INTERRASIONAL
A i uar Negeri KKEPK (PULINY
3 7 ional yang dapat Dis i 3 2 1 5 5 5 B
414 [Pengembangan Mol yang Disepakati datam Bentuk Kegiatan
115 |Peningkatan Penyelenggaraan Palatthan Intemasional bagh
Peserta Luar Negeri di Indonesia
416 _|Wonitoring dan Evaluasi Kefjas ama intemasional
Peningicatan Tersedianya data dan 7oA TATIE TEE1T 2 T8 0 12450 TS050.3 13475 | PUSAT KL
Penclitian dan  |informasi hasi - _ -
pengembangan  |penclitian dan 131 [Hasil Pendlitia Keluarga Keluarga iz ] 5 6 7 i 0] Prioritas RKP
> (Panguston
KB dankS KB Sejahtera _ o
S KS. .1 [Tingkat kepuasan pengguna (user) ethadap hasd penclitian KB dan IiEaaty | T1Edats) | 32(Smats) | I3@Eats) | I3Eaty) Imlembagam,
ks - - corta dta dan
121 [Penciitian dan pengembangan KB dan KS PUSAT informasi)
127 [Ponycbarkiasan dan pomantadion hasil Ttbang KB dan KS e
123 |Peningkatan ketja sama dengan mitra dan fejaring yang okl KBDANKS
melakukan kerjasama litbang KB dan KS PUSHA)
312 [Jumlch Pembinaon, Monkoring dan Evakiasi Penchitian dan EX) EX) EJ ELS EJ EJ
Pengembangan KB dan KS -
121 [Pengembangan SDM Fibang KB dan KS
425 |Monitoring dan Evaluasi penclitian dan pengembangan KB dan
ks
Feningicatan Tersedianya data dan 58723 G TZT826 EEEET BI7786 S Z696915 | PUSAT B
penchtion dan  |informasi hasi - — -
pengembangan  |penciitian dan 137 [Rasl Pendiitian dan Pengembangan Kependudukan 0 3 5 ™ 3 7 7 ot e
[TZ1 |Tingkat Kepuasan Pengguna (us o) terhadap Hasd Penciitan (Indoks) 3 3 EX 37 33 35 35 requizsi,
kependudukan (shala 1.9 (kda 1y (skeata 1) (Sala 1 {skala 19 (Sala 19 (dalat g f— ietembagemn,
[ oorta duta g
431 [Penclitian ndudukan PENELITIAN DAN | " rrormas)
432 (Penyaji §dan il
Litbang Kependudukan :mﬂuﬂu.ﬂa!!
a3 7 Witra dan
\ejaring Litbang Kependudukan
731 Wonitoring, Evahiasi dan fasiias] Peneitian dan
pengembangan
ks anaan Tersclonggaranya Program Polat@ian, penclitian dan Prowinst TI3TI| OINZ | TALSZ| W61 WSSHA | TRTE 24534
pelatihan, kegiatan pelatihan, [[atbang Provinsi 6425 190650 6 1206738 T E915 1237861 (e 567 366,1 | Provast WL
penchtion dan  [penelitian dan
g di 133 [Jumiah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk 270Pegawa | 2700Pegavea | 2. 700Pegawai | 2700 Pegawa | 2700 Pegawai | 2700 Pegawa | 2.700 Pegavea Prov
Provinsi Provinsi Fungsional Penyuluh Keluarga PLKB/PKE) Provdan 17.204 | Prov dan 17.2M | Prov dan 17204 | Prov dan 17208 | Prov dan 17294 | Provdan 17204 [ dan 172204
il dan Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional ngsion L
Peryukn Pemyun Pemyun Peryuki Porpyukih Penyukt
T3 [Jumiah Pembinaan dan Pengembangan SDM {SDM Aparatur dan 0997 11996 17996 3996 4996 5995 5995 .
ltenaga Fungsional) Perwailan
BKKBM Provinsi
AT [Pombinasn dan Pengembangan SOM provinet (BIDANG
Cithang Provins TWEE S EEEETS FERZEW] FEREEN GRS T1 6.2 TE AT rﬂﬂwﬁn
131 [Jumlah hasil penektian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang | 3Dowmen IDckumen | 3Dokmm | 3DoEven | 3Dolmen | 3Dokmmen B
dimanfaatkan [pcncitian (KKBPK|  penchition penciiian pencltion penclian pencltin
i (WHEBPK dan (KKBPH dan (NHBPK dan
Prov RPWN) i Prov | RPJWN) S Prov | ROSAN) S Prov | RPJWN) { Prov | REWN) § Prov
T3Z [Jumlch hesil hasil penciiian dan pengembangan program KKBPK 3 3 3 3 3 5
(KKB) yang dimanfaatian
451 [Penelitian dan pengembangan Program KKBPK
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